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ABSTRAK 

Ikhsan Ilahi Zohir, 2024:  Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Pencegahan 

Money Poilitics Pemilu 2024 Perspektif Fiqih 

Siyasah 

Money Politic adalah suatu pemberian atau janji menyuap seseorang  baik 

supaya  orang itu menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya ia 

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Dalam 

melaksanakan Pemilihan Umum disamping memperhatikan aturan hukum dalam 

Undang-Undang juga harus diperhatikan ketentuan dalam aturan hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Bawaslu dalam 

mencegah praktik Money Politic pada Pemilu tahun 2024, serta bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap praktik Money Politic 

pada Pemilu tahun 2024. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan dalam 

mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksin data, metode 

penyajian data, dan metode penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1). Peran Bawaslu Kota 

Pekanbaru dalam mencegah praktik Money Politic berdasarkan UU Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pemilu tahun 2024 masih kurang 

efektif dalam melaksanakan tugasnya, ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi 

dibeberapa Kecamatan dikarenakan keterbatasan personil serta banyaknya 

laporan, aduan, temuan, terkait masalah praktik Money Politic namun tidak ada 

berhasil ditangani berdasarkan prosedur Hukum yang ada (tidak sampai ke 

pengadilan), hal ini dikarenakan lemahnya bukti yang tidak memenuhi syarat 

materil dan formil untuk diteruskan ke pengadilan dan minimnya kesadaran 

masyarakat akan dampak praktik money politic. 2). Faktor pendukung Bawaslu 

Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya money politic didukung dengan 

kemajuan teknologi di era sekarang, Bawaslu meluncurkan aplikasi Gowaslu 

untuk mempermudah jajaran pengawas dalam menjaga keharmonisan pemilihan 

umum. Faktor Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya 

money politic yakni minimnya kolaborasi antara media, tokoh, masyarakat, tokoh 

adat, tokoh pemuda. Tim suskses memanfaatkan celah hukum sehingga praktik 

politik uang sulit ditegakkan hukum. 3). Tinjauan perspektf fiqih siyasah Bawaslu 

Kota Pekanbaru dalam mengawasi pelanggaran dalam pemilu terutama 

pelanggaran terkait money politic sudah dirasa cukup memenuhi kaidah fikih, 

Bawaslu melakukan beberapa agenda pengawasan seperti sosialisai di 

Kecamatan-kecamatan, sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat ataupun adat, 

hingga sampai melakukan sosialisasi ke kampus yang ada di Kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian ini menjelaskan jika peran dan upaya Bawaslu Kota Pekanbaru 

sudah sesuai dengan kaidah fikih siyasah. 

 

Kata kunci: Bawaslu, Money Politic, Fiqih Siyasah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi  kata-kata  Arab  yang  dipakai  dalam penyusunan  Tesis  

ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan   Kebudayaan   Republik   Indonesia   Nomor:   158/1987   

dan   Nomor: 0543b/U/1987.  Panduan  transliterasi tersebut adalah: 

A. Konsonan 

No. Arab Nama Latin Nama 

Al ا 1
if 

- Tidak dilambangkan 

ba ة 2
‟ 

B - 

ta ت 3
‟ 

T - 

s ث 4
a' 

s\ s dengan titik di atas 

Ji ج 5
m 

J - 

h ح 6
a' 

h{ ha dengan titik di bawah 

kha خ 7
‟ 

Kh - 

D د 8
al 

D - 

Z ذ 9
al 

z\ zet dengan titik di atas 

ra ز 10
‟ 

R - 

Z ش 11
ai 

Z - 

Si س 12
n 

s } - 

Syi ش 13
n 

Sy - 

Sa ص 14
d 

S es dengan titik di bawah 

D ض 15
ad 

d{ de dengan titik di bawah 

ta ط 16
‟ 

t } te dengan titik di bawah 

za ظ 17
‟ 

z{ zet dengan titik di bawah 

ai„ ع 18
n 

„__ koma terbalik di atas 

Ga غ 19
in 

G - 

fa ف 20
‟ 

F - 

Q ق 21
af 

Q - 

K ك 22
af 

K - 

La ل 23
m 

L - 

Mi م 24
m 

M - 

N ن 25
un 

N - 

Wa و 26
w 

W - 

ha ھ 27
‟ 

H - 

 Hamzah __‟ Apostrop ء 28

ya ي 29
‟ 

Y - 
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B. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal  tunggal  bahasa  Arab  lambangnya  berupa  tanda  atau  

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No. Tanda Vokal Na

ma 

Huruf Latin Nama 

1. -----  َ  ----- Fath
ah 

A A 

2. -----  َ ------ Kasr
ah 

I I 

3. -----  َ ------ Dammah U U 

 

Contoh: 

 Kataba -كتت
 

 

تھير  – Yazhabu 

 
 Su‟ila   – سئل

 

 

 Zukira – ذكس
 
2. Vokal Rangkap/Diftong 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

 
No. Tanda Vokal Na

ma 

Huruf Latin Nama 

Fathah dan ya‟ A ى ي .1
i 

a dan i 

Fathah dan waw A ى و .2
u 

a dan u 
 

Contoh: 

 Haula :   حول                    Kaifa :   كيف
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C. Vokal Panjang (Maddah) 

Vokal  panjang  atau  maddah  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan 

huruf, trasliterasinya sebagai berikut: 

 

No. Tanda Vokal Nama Latin Nama 

1.  

َ  ىا  
Fathah dan alif Ā a bergaris atas 

2.  

َ  ىى  
Fathah dan alif layyinah Ā a bergaris atas 

3.  

َ  ىي  
kasrah dan ya‟ i> i bergaris atas 

4.  

َ  ىو  
dammah dan waw Ū u bergaris atas 

 

 
Contoh: 

 Tuhibbūna :تحبوى

 al-Insān :الاًساى

 <Rama :رهى

 Qi>la :قيل

D. Ta’ Marbu>tah 

1. Transliterasi Ta’ Marbu>tah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, 

dan dammah, maka ditulis dengan ‚t‛ atau ‚h‛.  

contoh:  زكاة الفطر: Za>kat al-fitri atau Za>kah al-fitri 

2. Transliterasi Ta’ Marbu>tah mati dengan ‚h‛. 

 Contoh:  طلحت  - Talhah 

3. Jika Ta’ Marbu>tah diikuti kata sandang ‚al‛  dan bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta’ marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ‚h‛.  

Contoh:  روضت الخٌت - Raudah al-Jannah. 
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E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang 

sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.  

Contoh: 

  Muhammad :محمد

 .al-wudd   :الود

F. Kata Sandang “ا ل “ 

1. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Qamariyyah.  Kata  sandang  

yang  diikuti  oleh  huruf  Qamariyyah  ditulis dengan  menggunakan 

huruf “l ”. Contoh: القراى   : al-Qur‟ān.  

2. Kata Sandang Yang Diikuti oleh Huruf Syamsiyyah. Kata sandang 

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. Contoh: السٌت: as–Sunnah.  

G. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun 

dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa 

Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal 

kalimat, nama  diri, setelah kata sandang “al”, dll 

Contoh: 
 

 <al-Ima>m al-Gazali  :الا ها م الغس الي
 

اسبع الوثا ًي   : as-Sab‘u al-Masa>ni> 
 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh: 
 

 Nasrun minalla>hi : اللهوصس مه 
 

 <Lilla>hi al-Amr jami’a :الله الا مس خميعب

H. Huruf Hamzah 

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‟) atau apostrof jika 

berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, 

maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja. 

Contoh: 
 

 

الديي احيا علن  : Ihya>’ ‘Ulum ad-Di>n 

 

I. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah.  Hanya  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab 

sudah  lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain,  karena  ada  huruf  Arab  atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 

 
 <wa inna>llaha lahuwa khair ar-Ra>ziqi : واى الله لحو خير الر ا ز قيي
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BAB I$ 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat i$ni$ Poli$ti$k  uang  atau  money poli$ti$c  sebuah  fenomena  

yang  selalu hangat di$bi$carakan pada ti$ap momen-momen pemi$li $han umum. 

Secara prakti $k, poli$ti$k uang memang  terli$hat  sepele  yai$tu  pemi$li $h meneri$ma  

uang  dari$  calon yang  kemudi$an peneri$ma  memi$li$hnya  di$  dalam  bi$li$k  

suara.  Poli$ti $k  uang  i$tu menjadi$  suatu  penyaki$t yang  sudah membudaya 

pada  seti$ap di$laksanakannya pesta demokrasi$ atau pemi$li$han umum di$ 

I$ndonesi$a. Demokrasi$ dan pelaksanaan pemi$li$han umum bagai$kan dua si$si$ 

mata   uang   yang   suli$t   untuk   di$pi$sahkan, pelaksaaan      pemi$li$han      

umum     juga mengambarkan  i$ndi$kator  bagai$mana jalannya  pesta  

demokrasi$  di$  negara  demokrati$s. Dalam   proses   berjalannya demokrasi$, 

peran dari$ pemi$lu  sebagai$ i$nstrument dari$ terlaksananya demokrasi$ memi$li$ki$ 

kedudukan yang sangat penti$ng. Di$mana semaki$n berkuali$tasnya pemi$lu juga 

akan  semaki$n bai$k kuali$tas dari$  demokrasi$nya. Secara substansi$al pemi$lu 

yang telah di$selenggarakan i$ni$ belum sepenuhnya maksi$mal, namun secara 

prosedural pemi$lu di$ i$ndonesi$a penyelenggaraannya relati$f lebi $h bai$k dari$ 

tahun sebelumnya, Kehi$dupan   demokrasi$   membuka   peluang-peluang   

pada   ti$ap   i$ndi$vi$du yang memi$li $ki$ kemauan dan kemampuan untuk 

meli $batkan di $ri$ pada akti $vi $tas poli $ti $k prakti $s.
1
 

                                                           
1
 Faljurrahman Jurdi$, Pengantar Hukum Pemi$li$han Umum, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1 
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Sa$la$h sa$tu ca$ra$ a$ta$u sa$ra$na$ untuk menentuka$n si$a$pa$ ya$ng mewa$ki$li$ 

ra$kya$t a$da$la$h denga$n menga$da$ka$n Pemi$li$ha$n Umum, Pemi$li$ha$n Umum 

merupa$ka$n proses Pemi$li$han i$ndi$vi$du untuk menduduki$ posi$si$ atau jabatan 

Poli$ti$k tertentu. 

Sebelumnya pemi$li$han di$harapkan mampu menghsi$lkan pemi$mpi$n 

dengan vi$si$ mi$si$ yang bai$k, dan di$ganti $kam dengan pemi$mpi$n yang memi$li$ki$ 

uang untuk memnangkan pemi$li$han.  Berlangsungnya prakti$k poli$ti$k uang 

dalam pemi$lu tentu saja telah mencederai$ prakti$k demokrasi$ di$ i$ndonesi$a, 

khususnya$ demokra$si$ electora$l . Berla$ngsungnya $ poli$ti$k ua$ng i$tu ti$da$k 

terlepa$s da$ri $ ca$ra$ pa$nda$ng ma$sya $ra$ka$t pemi$li$h ya $ng permi$si$f terha$da$p 

poli$ti$k ua$ng i$tu. Pa $da$ proses demokra$si$ di$ I$ndonesi$a $, terma$suk demokra$si$ 

pa$da$ ti$ngka$t pemi$li$ha$n   kepa$la$   desa$  pun  pra$kti$k  money  poli $ti$cs tumbuh   

subur,  karena   di$anggap sebagai$  sesuatu  kewajaran  dan  masyarakat 

kurang peka terhadap dampaknya, mereka membi$arkannya karena ti$dak 

merasa bahwa   money   poli$ti$cs   secara   normati$f  adalah  peri$laku  yang  

harus  di$jauhi$.2 

Ni$co   Kana   mengungkapkan   fakta  bahwa   dalam   segi$   sosi$o   

kultura$l ma$sya $ra$ka$t I$ndonesi$a$ justru menga$ngga$p ba$hwa$ pra$kti$k poli$ti$k ua$ng 

merupa$ka$n sua$tu ta$li$ a$si$h ya$ng mena$nda$ka$n kederma$wa$na$n da$ri$ seora$ng 

ca$lon pemi$mpi$n. Terka$i$t poli$ti$k ua$ng i $ni$   merupakan   sebuah   fenomena   

yang   cukup  menari$k untuk  di$jadi$kan  sebuah peneli$ti$an fenomena 

perpoli$ti$kan di$ I$ndonesi$a. Di$mana terjadi$  sebuah  penyi$mpangan demokasi$   

                                                           
2
 Mahfud, Ali$, Money Poli$ti$c Dalam Pi$lkada, Jurnal Hukum, Volume XI $I $, No 2, Oktober 

2003, h. 227 
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yang  sangat  fatal  karena  memi$li$ki$ banyak  dampak  yang  ti$dak  bai$k  

dalam berbagai$ aspek kehi$dupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
3
 

Demokrasi$ di$ I$ndonesi$a dalam konteks penga$wa$sa$n, di$ I$ndonesi$a$ mempunya$i $ 

lemba$ga$ Ba$da$n Penga$wa $s Pemi$lu (Ba$wa $slu) ya $ng mempunya $i$ tuga$s seba$ga$i $ 

penga$wa$s da$la$m pemi$lu. Ba$wa$slu  juga$  memi$li$ki$ pera$n ya $ng cukup penti$ng 

ya $i $tu untuk menda $mpi $ngi$  da $n  menga $ra $hka $n  a $ta $u  mempenga $ruhi$ 

ma $sya $ra $ka $t untuk bi $sa$ mela $kuka $n menja$uhi$ pra $kti $k poli $ti $k ua $ng. 

Berda$sa$rka$n Pa$sa$l 523 a$ya $t (2) Unda$ng-unda$ng Nomor 7 Ta$hun 2017 

ya $ng berbunyi$ seti$a$p pela$ksa$na$, peserta$, a$ta$u ti$m ka$mpa$nye pemi$lu ya $ng 

denga$n senga$ja$ pa$da$ ma$sa$ tena$ng menja$nji$ka$n a$ta$u memberi$ka$n i$mba$la$n ua$ng 

a$ta$u ma$teri$ la$i$nnya $ kepa$da$ pemi$li$h seca$ra$ la$ngsung a$ka$n di$pi$da$na$ penja$ra$ 

pali$ng lama 4 tahun dengan denda sebanyak 48 Juta Rupi$ah. 

Berda$sa$rka$n Unda$ng-Unda$ng Nomor 7 Ta$hun 2017 Tenta$ng 

Pemi$li$ha$n Umum pa$da$ Pa$sa$l 101 c. Ba$da$n Penga$wa$s Pemi$li$ha$n Umum a$ta$u 

lebi$h seri$ng di$sebut Ba$wa$slu merupa$ka$n lemba$ga$ penga$wa$s pemi$li$ha$n umum 

senga$ja$ di$bentuk untuk menga$wa$si$ ta$ha$pa$n penyelenggra$a$n pemi$li$ha$n umum, 

meneri$ma$ a$dua$n, menga$nga$ni$ ka$sus pela$ngga$ra$n a$dmi$ni$stra$si$ pemi$lu serta$ 

mencega$h terja$di$nya $ pra$kti$k poli$ti$k ua$ng sesua$i$ denga$n ketentua$n Unda$ng-

Unda$ng ya$ng berla$ku. Ba$da$n Pemi$li$ha$n Umum da$la$m mela$ksa$na$ka$n tuga$snya $ 

da$la$m pemi$li $ha$n umum denga$n penga$wa$sa$n ya $ng seba$i$k mungki$n a$pa$la$gi $ 

menjela$ng pemi$li$ha$n umum di$wa$rna$i$ denga$n money poli$ti$c.  

                                                           
3
 Kana, N, L, “Strategi$ Pengolaan Persai$ngan Poli$ti$k Eli$t Desa di$ Wi$layah Kecamatan 

Suruh: Studi$ Kasus Pemi$li$han Kepala Desa”, Jurnal Renai$, 2001, h. 5-25. 
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Prakti $k poli$ti$k uang sudah seri$ng kali$ di$temui$ di$masyarakat maupun 

di$li$ngkungan pengawasan badan pengawas pemi$li$han umum legi$slati$f yang 

di$lakukan oleh para calon partai$ poli$ti$k yang i$ngi$n menduduki$ jabatan 

lembaga legi $slati$f menjelang hari$ pemi$li$han umum. Pada dasarnya, Lembaga 

legi$slati$f mempunyai$ tugas dan wewenang untuk membuat serta merumuskan 

Unda$ng-Unda$ng Da$sa$r ya $ng a$da$ da$la$m sebua$h Nega$ra$. Seba$ga$i $ma$na$ ya $ng 

tela$h di$jela$ska$n di$da$la$m Unda$ng-Unda$ng Nomor 7 Ta$hun 2017 tenta$ng 

Pemi$li$ha$n Umum pa$da$ pa$sa$l huruf c ba$wa$slu bertuga$s mencega$h terja$di$nya $ 

pra$kti$k poli$ti$k ua$ng di$ wi$la$ya $h ka$bupa$ten da$n kota$.
4
 

Pa$da$ da$sa$rnya $, pra$kti$k poli$ti$k ua$ng merupa$ka$n sua$tu pemberi$a$n ua$ng 

a$ta$upun ba$ra$ng kepa$da$ seseora$ng a$ta$upun ma$sya$ra$ka$t ya$ng di$la$kuka$n oleh 

ca$leg ma$upun ti$m sukses menjela$ng ha$ri$ h pemi$li$ha$n umum, guna$ menca$ri$n 

si$mpati$ masyarakat agar hak pi$li$hannya dapat di$mi$li$ki$ keti$ka memi$li$h. Dalam 

melaksanakan aksi$nya, para calon partai$ poli$ti$k membagi$kan uang atau  

barang menjelang hari$ Pemi$li$han Umum kepada masyarakat yang akan 

memi$li$h pada calon kandi$dat yang i$ngi$n mengi$si$ jabatan poli$ti$k tertentu, 

seperti$ Dewan Perwaki$lan Rakyat Daerah dan juga Majeli$s Permusyawaratan 

Rakyat. 

Prakti $k poli$ti$k uang di$lakukan dengan cara pemberi$an berbentuk uang, 

ataupun beras, mi$nyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

menari$k si$mpati$ masyarakat agar mereka memberi$kan suaranya untuk caleg 

yang bersangkutan. Secara norma, aturan di$ i$ndonesi$a sudah sangat jelas dan 

                                                           
4
 Republi$ka I $ndonesi$a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tahun tentang Pemi$li$han 

Umum Pada Pasal 532 h, 29. 
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ekspi$li$t di$atur dalam Undang-Undang bahwa ti$ndakan poli$ti$k uang adalah 

sebuah pelanggaran hukum, peri$hal ti$ndak pi$dana poli$ti$k uang di$atur dalam 

pasal 523 ayat (1) sampai$ dengan ayat (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 

tentang Pemi$li$han Umum di$mana di$dalamnya terdapat ti$ga kategori$ yai$tu 

masa pungutan suara, masa tenang dan kampanye. Terkai$t dengan ti$ndak 

pi$dana poli$ti$k uang maka proses perumusan sanksi$ pi$dananya menggunakan 

pola i$ndefli$ni$te sentence. A$da$pun pa$sa$l 523 Unda$ng-Unda$ng No.7 Ta$hun 

2017 tenta$ng Pemi$li$ha$n Umum. 

1. Seti$a$p pela$ksa$na$ peserta$, da$n/a$ta$u ti$m ka$mpa$nye Pemi$lu ya$ng denga$n 

senga$ja$ menja$nji$ka$n a$ta$u memberi$ka$n ua$ng ma$teri$ la$i$nnya$ seba$ga$i$ 

i$mba$la$n kepa$da$ peserta$ kampanye Pemi$lu secara langsung maupun ti$dak 

langsung sebagai$mana di$maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf Lama (2) 

dua tahun dan denda pali$ng banyak Rp.24.000.000.00 (dua puluh empat 

juta rupi$ah). 

2. Seti$ap pelaksana, peserta, dan/atau ti$m kampanye pemi$lu yang dengan 

sengaja pada masa tenang menjanji$kan atau memberi$kan i$mbalan uang 

kepada pemi$li$h secara langsung maupun ti$dak langsung sebagai$mana 

di$maksud dalam pasal 278 ayat (2) di$pi$dana dengan pi$dana penjara pali$ng 

la$ma$ 4 (empa$t) ta$hun da$n denda$ pa$li$ng ba$nya$k Rp.48.000.000.00 (empa$t 

puluh dela$pa$n juta$ rupi$a$h).
5
 

3. Seti$a$p ora$ng ya$ng denga$n senga$ja$ pa$da$ ha$ri$ pemunguta$n sua$ra $ 

menja$nji$ka$n a$ta$u memberi$ka$n ua$ng a$ta$u ma$teri$ la$i$nnya$ kepa$da$ pemi$li$h 

                                                           
5
 I $bi$d. 
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untuk ti$dak menggunakan hak pi$li$hnya atau memi$li$h peserta pemi$lu 

tertentu di$pi$dana dengan pi$dana penjara pali$ng lama 3 (ti$ga) tahun dan 

denda pali$ng banyak Rp.36.000.000.00 (ti$ga puluh enam juta rupi$ah).
6
 

Lebi$h la$njut A$bha$n mena$mba$hka$n ketentua$n pi$da$na$ mengena$i$ poli$ti$k 

ua$ng da$la$m pa$sa$l 187A$ a$ya$t (1) ba$hwa$ seti$a$p ora$ng ya $ng denga$n senga$ja$ 

menja$nji$ka$n a$ta$u memberi$ka$n ua$ng a$ta$u ma$teri$ la$i$nnya$ seba$ga$i$ i$mba$la$n 

untuk mempengaruhi$ pemi$li$h agar ti$dak menggunakan hak pi$li$h, 

menggunakan hak pi$li$h dengan cara terntu, atau ti$dak memi$li$h calon tertentu 

di$ancam pali$ng lama tujuh puluh dua bulan dan denda pali$ng banyak 

Rp.1.000.000.000.00 (satu mi$li$yar rupi$ah). Sehi$ngga perlunya peni$ndakan 

yang tegas sebab hal i$ni$ akan menjadi$ sorotan publi$k dan juga memberi$kan 

sebuah peri$ngatan bagi$ calon lai$nnya yang akan masuk menjadi$ calon 

anggota legi$slati$f yang di$pi$lh melalui$ pemi$li$han umum.
7
 

      Pada dasarnya, Pemi$li$han Umum merupakan elemen penti$ng yang 

menandakan bahwa sebuah negara menganut si$stem poli$ti$k demokrasi$. 

Kehi$dupan berdemokrasi$ membuat terluka lebar terhadap peluang-peluang 

seti$ap yang i$ngi$n dan mampu untuk terli$bat di$dalam kehi$dupan poli$ti$k 

prakti$s, khususnya untuk mencalonkan di$ri$ menjadi$ orang nomor satu 

di$berbagai$ pelosok negeri$ i$ni$. Hal tersebut membuat ti$mbulnya berbagai$ 

macam cara yang di$lakukan untuk mendapat suara rakyat salah satunya yai$tu, 

terdapat kegi$atan poli$ti$k uang yang bi$asanya di$lakukan pada hari$-hari$ 

mendekati$ pemi$li$han Umum. Maupun pada malam hari$ atau pagi$ hari$nya. 

                                                           
6
 I $bi$d. 

7
 https://www.bawaslu.go.i$d/i$d/beri$ta/paslon-bi$sa-di$di$skuali$fi$kasi$-ji$ka-terbukti$-lakukan-

poli$ti$k-uang-tsm-pi$lkada (17 januari$ 2022). Akses 3 Juli$, 2024. 

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskualifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-pilkada%20(17
https://www.bawaslu.go.id/id/berita/paslon-bisa-didiskualifikasi-jika-terbukti-lakukan-politik-uang-tsm-pilkada%20(17
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Poli$ti$k uang merupakan bagi$an i$ntegral dalam dari$ si$stem pemeri$ntahan 

di$mana korupsi$ dan penyalahgunaan kewenangan banyak mewarnai$ 

kehi$dupan masyarakat, poli$ti$k uang juga di$ i$sti$lahkan kedalam poli$ti$cal 

corrupti$on (korupsi$ poli$ti$k), yai$tu sebuah perbuatan yangdi$lakukan oleh eli$t 

poli$ti$k dan pemegang jabatan dalam sebuah negara yang memi$li $ki$ dampak 

terhadap si$tuasi$ poli$ti$k dan perekonomi$an negara.
8
 

Dalam pandangan I$slam penggunaan Poli$ti$k uang dalam pemi$li$han 

umum merupakan ti$ndakan yang ti$dak di$benarkan dalam ajaran agama I$slam. 

Pa$ra$ ula$ma$ tela$h sepa$ka$t ba$hwa$ terka$i$t ma$sa$la$h pra$kti$k poli$ti$k ua$ng ba$i$k 

ya $ng menyua$p (Ri$shwa$h A$r-Ra$syi$) ma$upun peneri$ma$ sua$p (A$l-Murta$syi$) 

Kedua$-dua$nya$ ti$da$k di$perbolehka$n da$la$m I$sla$m, ba$hka$n ma$sa$la$h tersebut 

di$kategori$kan dalam kelompok dosa besar. Yusuf Al-Qardhawi$, mengatakan 

bahwa ti$ddaklah heran i$slam mengharamkan suap dan bersi $ka$p kera$s 

terha$da$p semua$ pi$ha$k ya$ng terli$ba$t di$ da$la$m pra$kti$k i$tu. Ka$rena$ terseba$rnya $ 

pra$kti$k sua$p da$n kedza$li$ma$n, berupa$ hukum ta$npa$ a$sa$s kebena$ra$n.
9
 

Dalam perspekti$f fi$qi$h si$yasah, prakti$k poli$ti$k uang di$kategori$kan 

suap (Ri$swah) ya$kni$ sesua$tu ha$l ya $ng di$ha$ra$mka$n untuk menda$pa$tka$n 

pemi$mpi$n ya$ng ba$i$k sesua$i$ denga$n sya$ra$‟. A$da$nya $ la$ra$nga$n terka$i$t pra$kti$k 

poli$ti$k ua$ng da$la$m fi$qi$h si$ya$sa$h ma$ka$ da$pa$t memberi$ka$n ma$nfa$a$t serta$ da$pa$t 

memba$wa$ keba$i$ka$n di$da$la$m mencegah terjadi$nya kehi$langan harta seseorang 

calon pemi$mpi$n dan dapat mencegah kemudharatan karena korupsi$ yang 

                                                           
8
 I $ Made Leo Wi$ratma, et al., eds., Panduan lengkap pemi$lu,  (Jakarta: Formappi$, 2018), 

h 2. 
9
 Mashudi$ Umar, Money poli$ti$c dalam pemi$lu Perspekti$f Hukum I $slam, Vol 2, No 1, (At-

turas, 2015), h. 115. 
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di$ti$mbulkan dari$ upaya pengembali$an modal oleh calon pemi$mpi$n pada saat 

terpi$li$h dan menduduki$ jabatan yang di$mi$li$ki$. Pada dasarnya suap 

di$kategori$kan seba$ga$i$ sa$la$h sa$tu dosa$ besa$r ka$rena$ terda$pa$t kemudha$ra$ta$n 

ya $ng besa$r terha$da$p ora$ng ya$ng menyua$p ma$upun ya$ng di$ sua$p. Da$la$m 

mela$ksa$na$ka$n pemi$li$ha$n umum, ji$ka$ terja$di$ penyua$pa$n (Ri$swa$h) ma$ka$ bi$sa$ 

di$ka$ta$ka$n ti$da$k sa$h, Ka$rena$ di$da$la$mnya$ terda$pa$t ma$ksud ya $ng terselubung 

jela$s menca$ri $ ora$ng la$i$n untuk mera$up sua$ra$ demi$ sebua$h keuntunga$n.
10

 

Badan Pengawas Pemi$li$han Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru 

merupakan salah satu i$nstansi$ yang berada di$bawah naungan pemeri$ntah 

daerah Provi$nsi$ Ri$au yang mengurus tentang segala proses dalam pemi$li$han 

umum, kampanye dan ti$ndakan pelanggaran pemi$lu. Kantor Bawaslu Kota 

Pekanbaru terletak di$ Jl.Puyuh No.2 Kp. Melayu, Kec. Sukajadi$, Kota 

Pekanbaru, Ri$au 28122. Ketua Badan Pengawas Pemi$li$han Umum 

(BAWASLU) Kota Pekanbaru adalah Bapak Ferdy, S. I$P, adapun vi$si$ mi$si$ 

Badan Pengawas Pemi$li$han Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru yai$tu: vi$si$ 

Badan Pengawas Pemi$li$han Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru “ 

Terwujudnya PPI$D BAWASLU Yang Handal, Profesi$onal dan I$novati$f” 

Untuk mewujudkan vi$si$ Badan Pengawas Pemi$li$han Umum 

(BAWASLU) Kota Pekanbaru maka di$tetapkan mi$si$ sebagai$ pernyataan 

tujuan, sasaran, dan kebi$jakan yang i$ngi$n di$capai$ untuk kemajuan Badan 

Pengawas Pemi$li$han Umum (BAWASLU) Kota Pekanbaru, mi$si$ i$ni$ 

memberi$kan arahan dan pedoman jangka menengah maupun jangka panjang 

                                                           
10

 M Noor Hari$sudi$n, “Prakti$k Money Poli$ti$c dalam Pemi$lu di$ i$ndonesi$a Perspekti$f Fi$qi$h 

Si$yasah dan Hukum Posi$ti$f”, Rechtenstudent Journal: 2.1 (2021), h. 89-95. 
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serta merupakan acuan dasar dalam merumuskan kebi$jakan serta program 

kegi$atan kedepannya, adapun mi$si$ badan Pengawas Pemi$li$han Umum 

(BAWASLU) Kota Pekanbaru yai$tu: 

1) Meni$ngkatkan kuali$tas pencegahan dan pengawasan pemi$lu yang i$novati$f 

serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan parti$si$pati$f. 

2) Meni$ngkatkan kuali$tas peni$ndakan pelanggaran dan penyelesai$an 

sengketa proses pemi$lu yang prograsi$f, cepat dan sederhana. 

3) Meni$ngkatkan kuali$tas produk hukum yang harmoni$s dan teri$ntregasi$. 

4) Memperkuat si$stem teknologi$ i$nformasi$ untuk mendukung ki$nerja 

pengawasan, peni$ndakan serta penyelesai$an sengketa pemi$lu teri$ntregasi$, 

efekti$f, transparan dan asksesi$bel. 

5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur 

Sekretari$at di$seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemi$lu, melalui$ 

penerapan tata kelola organi$sasi$ yang profesi$onal dan berbasi$s teknologi $ 

i$nformasi $ sesuai$ dengan pri$nsi$p tata pemeri$ntahan yang bai$k dan bersi$h.
11

 

Berdasarkan hasi$l wawancara penuli$s dengan salah satu anggota 

Bawaslu Kota Pekanbaru yakni$ Reni$ Purba S.Pd, selaku anggota bagi$an Di$vi$si$ 

Pencegahan, Parti$si$pasi$ Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Beli$au 

mengatakan, “Untuk laporan atau aduan resmi$ terkai$t pemi$lu 2024 yang 

masuk ke Bawaslu Kota Pekanbaru i$tu ti$dak ada, tapi$ kami$ ada meneri$ma 

beberapa desas-desus dari$ masyarakat, salah satunya i$tu ada di$ daerah Kuli$m, 

kami$ mendapat i$su bahwa di$sana ada terjadi$ prakti$k poli$ti$k uang, dengan 

                                                           
11

 Arsi$p Badan Pengawasan Pemi $li$han Umum (BAWASLU), Kota Pekanbaru Tahun 

2023-2024. 
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berbentuk bahan pangan yai$tu sembako, setelah kami$ turun langsung ke tkp, 

memang ada barang sembako yang tersi$mpan di$ gudang di$daerah tersebut, 

tetapi$ i$tu ternyata bukan untuk di$jadi$kan alat sebagai$ poli$ti$k uang, melai$nkan 

memang untuk di$jual, dan di$sana juga kami$ ti$dak menjumpai$ atri$but 

kampanye atau posko partai$”.
12

 

Maka dari$ i$tu penuli$s i$ngi$n menelaah dan mengkaji$ tentang upaya 

Bawaslu dalam mencegah terjadi$nya poli$ti$k uang pada pemi$li$han umum. 

Peneli$ti$ tertari$k mengangkat pembahasaan i$ni$ dalam sebuah peneli$ti$an yang 

berjudul “Peran Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Money 

Poli$ti$cs Pemi $lu Tahun 2024 Perspekti$f Fi$qh Si$yasah.” 

 

B. Pembatatasan Masalah 

Agar peneli$ti$an lebi$h terfokus dan ti$dak  meluas dari$ pembahasan 

yang di$maksudkan , maka masalah yang di$teli$ti$ i$ni$ membataskan ruang 

li$ngkup peneli$ti$an pada masa pengawasan Pemi$lu Tahun 2024 di$ Kota 

Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagai$mana peran Bawaslu Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No.7 Tahun 

2017 Tentang Pei$mi$li$han Umum? 

2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah 

Money Poli$ti$c Pada Pemi$lu Tahun 2024 di$ Kota Pekanbaru? 

                                                           
12

 Reni$ Purba, Anggota Pi $mpi$nan Bawaslu Kota Pekanbaru, Wawancara di$ Kantor 

Bawaslu Kota Pekanbaru, Tanggal 10 Juli $ 2024. 
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3. Bagai$mana Ti$njauan Perspekti$f Fi$qi$h Si$yasah terhadap peran Bawaslu 

dalam mencegah Terjadi$nya Money Poli$ti$c pada  Pemi$lu di$ Kota 

Pekanbaru Tahun 2024? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Peneli$ti$an 

Melalui$ penuli$san skri$psi$ i$ni$ akan dapat mencapai$ tujuan seperti$ 

beri$kut: 

1. Untuk mengatahui$ pelaksanaan peran Bawaslu dalam mencegah 

terjadi$nya money poli$ti$c pada pemi$li$han umum di$ Kota Pekanbaru tahun 

2024 Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemi$li$han Umum. 

2. Untuk mengetahui$ apa faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam 

mencegah terjadi$nya money poli$ti$c pada Pemi$li$han Umum di$ Kota 

Pekanbaru. 

3. Untuk Mengetahui$ Ti$njauan Perspekti$f Fi$qi$h Si$yasah terhadap Peran 

Bawaslu dalam mencegah terjadi$nya money poli$ti$c Pemi$lu di$ Kota 

Pekanbaru Tahun 2024.  

 

E. Si$stemati$ka Pembahasan 

Si$stemati$ka pembahasan beri$si$ tentang deskri$psi$ alur pembahasan 

skri$psi$ yang di$mulai$ dari$ bab pendahuluan hi$ngga bab penutup. Untuk 

memperoleh gambar yang utuh dan terpadu serta menghasi$lkan sebuah karya 

tuli$s yang si $stemati$s, maka  dalam penyusunan  peneli$ti$an  i $ni$ peneli$ti$ 

menyusun  dengan  si$stemati$ka pembahasan sebagai$ beri$kut: 



12 

 

 

Bab I$, Beri$si$ pendahuluan yang mencakup, latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneli$ti$an, dan 

si$stemati$ka pembahasan. 

Bab I$I$, Beri$si$ kaji$an pustaka yang mencakup peneli$ti$an terdahulu dan kaji$an 

teori$ yang di$gunakan untuk menganali$sa masalah yang sedang di$teli$ti$. Dalam 

hal i$ni$ “Peran Bawaslu  kota  Pekanbaru  dalam  mencegah  money poli$ti$cs 

Pemi$lu Tahun 2024 dalam perspekti$f fi$qi$h si$yasah”. 

Bab  I$I$I$, Beri$si$ tentang metode peneli$ti $an. Peneli$ti$an akan lebi$h ter arah dan 

rasi$onal di$perlukan metode yang sesuai$ obyek yang di$kaji$, karena metode 

berfungsi$ sebagai$ cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasi$lkan hasi$l 

yang memuaskan, di$sampi$ng  i$tu metode merupakan  cara berti$ndak  supaya 

peneli$ti$ berjalan terarah dan mencapai$ hasi$l yang maksi$mal. 

Bab I$V, Bab i$ni$ merupakan i$nti$ dari$ peneli$ti$an di$mana akan 

menjelaskantentang hasi$l peneli$ti$an yang telah di$lakukan kemudi$an 

melakukan pembahasan sesuai$ dengan sub bab yang telah di$buat sebelumnya. 

Bab V, Bab i$ni$ merupakan bab terakhi$r di$mana peneli$ti$ akan memberi$kan 

suatu kesi$mpulan dari$ hasi$l peneli$ti$an yang telah peneli$ti$ urai$kan pada bab-

bab sebelumnya, pada bab i$ni$ peneli$ti $ memberi$kan kesi$mpulan dan saran 

yang bi$sa di$lakukan oleh pi$hak terli$bat. 

 



 
 

13 

BAB I$I$ 

KAJI$AN KEPUSTAKAAN 

 
A. Kerangka Teori$ti$s 

1. Money Poli$ti$cs 

a. Pengerti$an Money Poli$ti$cs 

I$sti$lah money poli$ti$cs i$alah menggunakan uang untuk 

mempengaruhi$ kepi$tusan tertentu,  dalam hal i$ni$ uang di $jadi$kan alat 

untuk mempengaruhi$ seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan 

adanya poli$ti$k uang i$ni$, maka putusan yang di$hasi$lkan ti$dak lagi $ 

berdassarkan i$deali$ta bai$k ti$daknya keputusan tersebut, melai$nkan 

semata-mata di$dasarkan oleh kehendak pemberi$ uang, karena yang 

bersangkutan sudah mendapatkan keuntungan. Ada  yang mengarti$kan  

money  poli$ti$cs  pengerti$annya  adalah suatu upaya mempengaruhi $ 

orang lai$n dengan menggunakan i$mbalan materi$ atau dapat juga 

di$arti$kan jual beli$ suara pada proses poli$ti$k dan kekusaan dan ti$ndakan 

membagi$-bagi$kan uang mi$li$k pri$badi$ atau partai$ untuk mempengaruhi$ 

suara partai$ untuk mempengaruhi$ suara pemi$li$h (voters).
13

 Menurut 

juli$ansyah terdapat beberapa i $ndi$kator yang dapat menjadi$ acuan 

apakah pemi$li$han umum teri$ndi$kasi$ adanya prakti$k money poli$ti$cs atau 

poli$ti$k uang yai$tu sebagai$ beri$kut: 

                                                           
13

 Elvi$ Juli$ansyah, Pi$lkada Penyelenggaraan Pemi$li$han Kepala Daerah dan Waki$l 
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1) Adanya di$stri$busi$ sumbangan bai$k berupa barang atau uang kepada 

pa$ra$ ka$der pa$rta$i$ , penggembi$ra$, golonga$n, kelompok tertentu da$n 

ma$sya$ra$ka$t. 

2) Pemberi$a$n sumba$nga$n da$ri $ konglomera$t a$ta$u pengusa$ha$ ba$gi$ 

kepenti$nga$n pa$rta$i$ poli$ti$k tertentu denga$n konsesi$-konsesi$ i$lega$l. 

3) A$da$nya$ penya$la$hguna$a$n wewena$ng da$n fa$si$li$ta$s nega$ra$ untuk 

kepenti$nga$n a$ta$u mengunda$ng si$mpa$ti$ ba$gi$ pa$rta$i$ poli$ti$k a$ta$u 

penya $la$hguna$a$n wewena$ng la$i$nnya$. 

4) A$da$nya$ sera$nga$n fa$ja$r denga$n tujua$n membeli$ sua$ra$ menya $sa$r 

kelompok ma$sya$ra$ka$t menenga$h keba$wa$h guna$ memena$ngka$n 

sa$la$h sa$tu ca$lon da$la$m pemi$li$ha$n. 

5) Mobi$li$sa$si$ ma$sa$ a$ta$u pengga$la$nga$n ma$ssa$ denga$n i $mi$ng-i$mi$ng 

sejumla$h ua$ng untuk mera$ma$i$ka$n ka$mpa$nye.
14

 

2. Bentuk-bentuk Money Poli$ti$cs 

Beri$kut akan di$jelaskan tentang bentuk-bentuk money poli$ti$cs, 

sebagai$ beri$kut: 

a. Berbentuk   uang   (Cash   Money)   Dalam   masyarakat,   ti$dak 

terkecua$li$  ma$sya $ra$ka$t  reli$gi$us,  ua$ng  mema$ng  di$a$kui$  seba$ga$i $ 

senja$ta$ poli$ti$k a$mpuh ya$ng sa$nga$t stra$tegi$s untuk mena$kluka$n 

kekua$sa$a$n. Ka$rena$, pa$da$ da$sa$rnya $ ua$ng merupa$ka$n sa$uda$ra$ kemba$r 

kekua$sa$a$n. Ua$ng merupa$ka$n fa$ktor penti$ng ya $ng berguna$ untuk 

mendongkra$k persona$l seseora$ng, seka$li$gus untuk mengenda$li$ka$n 
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wacana strategi$s terkai$t dengan sebuah kepenti$ngan poli$ti$k dan 

kekuassan. Di$mana, seseorang leluasa mempengaruhi$ dan 

memaksakan kepenti$gan pri$badi$ dan kelompoknya pada pi$hak lai$n 

memalui$ berbagai$ sarana, termasuk uang. Dalam  pemi$li$han  Presi$den,  

uaang  sa$nga$t  berpera$n  penti$ng. Modus poli$ti$k ua$ng ya $ng terja$di$ da$n 

seri$ng di$la$kuka$n, a$nta$ra$ la$i$n: Sa$ra$na$ ka$mpa$nye. Ca$ra$nya $ denga$n 

memi $nta$ dukunga$n da$ri$ ma$sya$ra$ka$t mela$lui$  penyeba$ra$n brosur, sti$ker 

da$n ka$os. Da$la$m  pemi$lu  a$da$  bebera$pa$  pra$kti$k  ti$nda$ka$n  money 

poli$ti$cs mi$sa$lnya$: di$stri$busi$ sumba$nga$n, ba$i$k berupa$ ba$ra$ng a$ta$u ua$ng 

kepa$da$ pa$ra$ ka$der pa$rta$i$, penggembi$ra$, golonga$n, a$ta$u kelompok 

tertentu. Ba$ntua$n la$ngsung (Semba$ko Poli$ti$k). Ya$i$tu pemberi$a$n da$ri $ 

ca$lon tertentu untuk komuni$ta$s a$ta$u kelompok tertentu. 

b. Poli$ti$k penci$tra$a$n da$n teba$r pesona$ la$zi$m di$la$kuka$n oleh pa$ra$ ca$lon 

untuk mena$ri$k si$mpa$ti$ ma$sya$ra$ka$t di$da$era$h pemi$li$hnya $. Ha$l i$ni$ ti$da$k 

sa$ja$ menguntungka$n ra$kya $t seca$ra$ persona$l, na$mun fa$si$li$ta$s da$n sa$ra$na $ 

umum juga$ keba$gi$a$n “berka$h”. Poli$ti$k penci$tra$a$n da$n teba$r pesona $ 

mela$lui$ “Ja$ri$ya$h Poli$ti$k” i$ni$ ti$da$k ha$nya $ di$la$kuka$n oleh ca$lon-ca$lon 

ya $ng ba$ru, teta$pi$ juga$ pa$ra$ ca$lon ya$ng berni$a$t ma$ju kemba$li$ di$da$era$h 

pemi$li$ha$nnya$.
15

 

3. Unsur-unsur Praktek Money Poli$ti$c Dalam Pemi$lu 

Adapun  yang  menjadi$  unsur-unsur  dalam  praktek  money  

poli$ti$c dalam pemi$lu adalah: 
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a. Peneri$ma  uang atau  harta  (suap)  yai$tu  orang  yang  meneri$ma 

sesuatu dari$ orang lai$n berupa harta atau uang maupun jasa supaya 

mereka melaksanakan permi$ntaan penyuap, padahal ti$dak di$benarkan 

oleh sya $ra$', ba$i$k berupa$ perbua$ta$n a$ta$u justru ti$da$k berbua$t a$pa$-a$pa$. 

Pa$da$ umumnya$ ora$ng ya$ng meneri$ma$ sua$p a$da$la$h pa$ra$ peja$ba$t ya$ng 

memi $li$ki$ keterka$i$ta$n terha$da$p ma$sa$la$h ya$ng di$ha$da$pi$ oleh pemberi $ 

sua$p. A$ka$n teta$pi$ juga$ ti$da$k menutup kemungki$na$n peneri$ma$ sua$p 

a$da$la$h buka$n pa$ra$ peja$ba$t, seperti$ tema$n a$ta$u mungki$n kepa$da$ ora$ng 

ya $ng bersta$tus di$ba$wa$hnya $ 

b. Pemberi$ ua$ng a$ta$u ha$rta$ (sua$p) ya $i$tu ora$ng ya $ng menyera$hka$n ha$rta$ 

a$ta$u ua$ng a$ta$u ja$sa$ untuk menca$pa$i$ tujua$nnya$. Pemberi$ sua$p i$ni$ pa$da $ 

umumnya$ a$da$la$h mereka$ ya $ng memi$li$ki$ kepenti$nga$n terha$da$p 

peneri$ma$ sua$p. Kepenti$nga$n- kepenti$nga$n tersebut bi$sa$ ka$rena$ 

ma$sa$la$h hukum, untuk pemena$nga$n pemi$lu da$n la$i$n-la$i $n. Pemberi $ 

sua$p i$ni$ mela$kuka$n sua$p di$ka$rena$ka$n di$a$ i$ngi$n menja$di$ pi$ha$k ya$ng 

mena$ng, sehi$ngga$ cenderung mela$kuka$n sega$la$ ca$ra$ untuk da$pa$t 

mena$ng.
16

 

c. Sua$pa$n berupa$ ua$ng a$ta$u ha$rta$ ya $ng di$beri$ka$n. Ha$rta$ ya $ng di$ja$di$ka$n 

seba$ga$i$ obyek sua$p bera$neka$ra$ga$m, mula$i$ da$ri$ ua$ng, mobi$l, ruma$h, 

motor da$n la$i$n- la$i$n.
17
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4. Dampak Money Poli$ti$cs Dalam Pemi$lu 

Ada beberapa dampak money poli$ti$c dalam pemi$lu antara lai$n: 

a. Dampak Terhadap Pri$badi$ 

Dampak Terhadap Pri$badi$ Ti$dak dapat di$pungki$ri$ bahwa 

money poli$ti$c atau ri$sywah merupakan penyaki$t kroni$s yang dapat 

meruntuhkan jati$ di$ri$ seseorang. Demi$ki$an i$tu, karena ti$ndakan money  

poli$ti$c  atau  ri$sywah  (sogok/suap),  bai$k  pemberi$  atau peneri$manya 

dapat menci$derai$ pondasi$ akhlak yang pali$ng ti$nggi$, yai$tu al-'Adl 

(keadi$lan) dan seseorang. Sementara bai$k dan buruknya akhlak 

sescorang menjadi$ ukuran kei$manannya i$hsan (berbuat bai$k). 

b. Dampak Terhadap Ekonomi$ 

Dampak Terhadap Ekonomi$ Di$dalam konteks ekonomi$, 

peri$laku memberi$kan dan meneri$ma suap yang merupakan bagi$an dari $ 

ti$ndakan korupsi$ i$ni$ dapat menghambat pertumbuhan ekonomi$ suatu 

negara. Dari$ hasi$l peneli$ti$an yang di$lakukan oleh Paolo Mauro, Secara 

ekonomi$ keberadaan money poli$ti$c akan menganggu mekani$sme 

transmi$si$ pendapatan dan kekayaan sehi$ngga ti$mbulnya korupsi$ akan 

menyebabkan ti$mbulnya kesenjangan pendapat. 

c. Dampak Terhadap Masyarakat
18

 

Tentunya ti$ndakan money poli$ti$c yang di$lakukan oleh banyak 

pi$hak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hi$dup 

berma$sya$ra$ka$t da$n bernega$ra$. Demi$ki$a$n i$tu, ka$rena$ terseba$rnya $ 

                                                           
18

 Yusuf Qardhawi$, Halal dan Haram Dalam I $slam, (Solo: Era I $ntermedi$a, 2003), h. 394 



18 

 

 

pra$kti $k sua$p di$ tenga$h ma$sya $ra$ka$t bera$rti$ mera$ja$lela$nya$ kerusa$ka$n da$n 

kezha$li$ma$n, berupa$ hukum ta$npa$ a$sa$s kebena$ra$n a$ta$u keti$da$k peduli$a$n 

untuk berhukum denga$n kebena$ra$n, menda$huluka$n ya$ng seha$rusnya $  

di$a$khi$rka$n da$n menga$khi$rka$n ya $ng   seha$rusnya $   di$dahulukan,   juga   

merajalelanya   mental oportuni $sme dalam masyarakat, bukan mental 

tanggung jawab melaksanakan kewaji$ban. Di$sampi$ng i$tu, money 

poli$ti$c juga berpotensi$. 

d. Dampak Terhadap Calon Legi$slati$f 

Dampak bagi$ para calon legi$slati$f sendi$ri$, apabi$la mereka 

berhasi$l terpi$li$h ka$rena$ suksesnya $ money polti$c ya$ng mereka$ la$kuka$n, 

ma$upun da$mpa$k da$ri$ keka$la$ha$n pa$ra$ ca$lon legi$sla$ti$f ya$ng ga$ga$l da$la$m 

money poli$ti$c ya$ng mereka$ la$kuka$n. Ba$gi$ pa$ra$ ca$lon legi$slati$f yang 

gagal dampaknya i$alah bi$la mereka i$mannya kurang, mereka bi$sa saja 

menjadi$ gi$la, atau psi$kologi$ nya terganggu, karena ki$ta bi$sa banyak 

temukan para calon legi$slati$f yang gi$la karena mereka gagal 

menduduki$ kursi$ legi$slati$f. Selai$n karena kurang suara, ti$dak sedi$ki$t 

para calon legi$slati$f yang gagal karena terbukti$ melakukan 

pelanggaran, i$barat pepatah sudah jatuh terti$mpa tangga pula, sudah 

keluar uang banyak tapi$ ti$dak terpi$li$h dan akhi$rnya tertangkap pula, 

aki$batnya rumah saki$t lah 

yang menjadi$ ujung perjuangan mereka.
19
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B. Pemi$li$han Umum 

1. Pengerti$an Pemi$li$han Umum 

Sa$la$h sa$tu ca$ra$ a$ta$u sa$ra$na$ untuk menentuka$n ora$ng-ora$ng ya$ng 

a$ka$n mewa$kia$$lia$$ ra$kya$t da$la$m menja$la$nka$n pemeria$$nta$ha$n a$da$la$h denga$n 

mela$ksa$na$ka$n pemia$$lu. Pemia$$lia$$ha$n umum a$da$la$h proses memia$$lia$$h ora$ng 

untuk mengia$$sia$$ ja$ba$ta$n-ja$ba$ta$n poli a$$tia$$k tertentu. Ja$ba$ta$n-ja$ba$ta$n tersebut 

bera$neka$ ra$ga$m, mula$ia$$ da$ria$$ presia$$den, wa$kia$$l ra$kya $t dia$$ berba$ga$ia$$ tia$$ngka$t 

pemeria$$nta$ha$n, sa$mpa$ia$$ kepa$la$ desa$. Pemia$$lu merupa$ka$n sa$la$h sa$tu usa$ha$ 

untuk memenga$ruhia$$ ra$kya$t seca$ra$ persua$sia$$f (tia$$da$k mema$ksa$) denga$n 

mela$kuka$n kegia$$a$ta$n retoria$$ka$, publia$$c rela$tia$$ons, komunia$$ka$sia$$ ma$ssa$, lobby, 

da$n la$ia$$n-la$ia$$n. Meskia$$pun a$gia$$ta$sia$$ da$n propa$ga$nda$ dia$$ nega$ra$ demokra$sia$$ 

sa$nga$t dia$$keca$m, na$mun da$la$m ka$mpa$nye pemia$$lia$$ha$n umum, teknia$k agia$tasia$ 

dan teknia$k propaganda banyak juga di$pakai$ oleh para kandi$dat atau 

poli$ti$kus selaku komuni$kator poli$ti$k. 

Pemi$li$han Umum secara gari$s besar i$alah ti$ndakanyang di$lakukan 

oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemi$mpi$n dalam sebuah negara. 

Secara konseptual, pemi$li$han umum yakni$ sarana pelaksanaan atau 

kedaulatan rakyat. Melalui$ pemi$li$han umum, legi$ti$masi$h kekuasaan 

masyarakat di$ i$mplementasi$kan melalui$ penyerahan sebgai$an kekuasaan 

dan hak mereka kepada waki$lnya yg ada di$ parlemen maupun 

pemeri$ntahan. Dengan mekani$sme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat 

memi$nta pertanggung jawaban kekuasaan kepada pemeri$ntah. 
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Pada dasarnya Pemi$lu merupakan salah satu usaha untuk 

mempengaruhi$ rakyat secara persuasi$f (ti$dak memaksa) dengan melakukan 

kegi$atan retori$ka,  komuni$kasi$ massa, lobby, dan lai$n-lai$n. Meski$pun 

agi$tasi$ dan propaganda di$ negara demokrasi$ sangat di$kecam, namun dalam 

kampanye Pemi$lu tekni$k agi$tasi$ dan tekni$k propaganda banyak juga 

di$pakai$ oleh para kandi$dat atau poli$ti$kus selaku komuni$kator. Di$ 

kebanyakan negara demokrasi$, pemi$li$han umum di$anggap lambang, 

sekali$gus tolok ukur, dari$ demokrasi$ i$tu. Hasi$l pemi$li$han umum yang 

di$selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 

berpendapat dan kebebasan berseri$kat,  di$anggap    mencermi$nkan    

dengan    agak   akurat parti$si$pasi $ serta aspi$rasi$ masyarakat. Sekali$pun 

demi$ki$an, di$sadari$ bahwa pemi$li$han umum ti$dak merupakan satu-satunya 

tolak ukur dan perlu di$lengkapi$ dengan pengukuran beberapa kegi$atan lai$n 

yang lebi $h bersi$fat berkesi$nambungan, seperti$ parti$si$pasi$ dalam kegi$atan 

partai$, lobbyi$ng, dan sebagai$nya.
20

 

Dalam i$lmu poli$ti$k di$kenal bermacam-macam si$stem pemi$li$han 

umum dengan berbagai$ vari$asi$nya, akan tetapi$ umumnya berki$sar pada 

dua pri$nsi $p pokok, yai$tu: 

1) Si$ngle-member         Consti$tuency         (satu         daerah 

pemi$li$hanmemi$li$h satu waki$l; bi $asanya di$sebut Si$stem Di$stri$k). 
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2) Multi$-member   Consti$tuency   (satu   daerah   pemi$li$han memi$li$h  

beberapa  waki$l;  bi$asanya  di$namakan  Si$stem Perwaki$lan Beri$mbang 

atau Si$stem Proporsi$onal).
21

 

2. Pri$nsi$p Pemi$li$han Umum 

Adapun pri$nsi$p-pri$nsi$p dalam pemi$li$han umum sebagai $ beri$kut: 

a. Mandi$ri$ (I$ndenpendent) 

Di$   semua   negara   demokrasi$,   kemandi$ri$an   

penyelenggaraan pemi$lu harus di$jalankan oleh lembaga penyelenggara 

pemi$lu. Lembaga penyelenggara pemi$lu yang kredi$bel dapat menolak 

i$ntervensi$ dan ti$dak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang 

(money), sekali$gus juga ti$dak akan takut pada ancaman. Dalam  Kamus  

Besar  Bahasa  I$ndonesi$a  versi$  onli$ne,  yang di$maksud dengan 

mandi$ri$ adalah dalam "keadaan dapat berdi$ri$ sendi$ri$", atau "ti$dak 

bergantung pada orang lai$n. Arti$ kata mandi$ri$ i$ni$  menunjukkan  

kemampuan  untuk  "ti$dak  bergantung"  pada enti$tas lai$n. Ti$dak 

bergantung bermakna "terlepas dari$" berbagai$ tekanan dan 

kepenti$ngan, dan "bebas untuk" melakukan ti$ndakan yang berdasarkan 

pada peri$ntah Peraturan perundang-undangan. 

b. Jujur (Honest) 

Penyelenggara pemi$lu yang jujur dapat di$pasti$kan akan mandi$ri $ 

dalam menjalankan tugas dan kewaji$bannya. Kemandi$ri$an dan 

kejujuran    adalah    dua    hal    yang    pasti$    paralel    dalam  

                                                           
21

 I$bi$d. 



22 

 

 

penyelenggaraan pemi$lu, sehi$ngga dengan demi$ki$an, penyelenggaraan 

pemi$lu dapat menghasi$lkan pemi$mpi$n yang berkuali$tas. Kejujuran i$ni $ 

merupakan kunci$ yang sangat berpengaruh terhadap i$ntegri$tas pemi$lu 

yang di$laksanakan. Jujur menurut Kamus Besar Bahasa I$ndonesi$a 

dari$ng adalah lurus hati$, ti$dak berbohong (mi$salnya dengan berkata 

apa adanya) dan ti$dak curang (mi$salnya dalam permai$nan, dengan 

mengi$kuti$ aturan yang berlaku). Sehi$ngga orang-orang yang jujur i$tu 

adalah orang- orang yang di$segani$, di$karenakan mereka memi$li$ki$ 

si$kap yang tulus dan i$khlas.
22

 

c. Adi$l (Fai$r) 

Selai$n kemandi$ri$an dan kejujuran, penyelenggaraan pemi$lu 

juga harus di$laksanakan secara adi$l. Semua di$perlakukan sama 

menurut ketentuan perațuran perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam   hal   i$ni$,   ti$dak   boleh   penyelenggara   pemi$lu   dalam 

melaksanakan   kewaji$ban   hukumnya   memperlakukan   secara 

berbeda peserta pemi$lu. Mereka semua adalah sama status dan 

posi$si$nya  sebagai$  peserta  yang  berkompeti$si$.  Kamus  Besar Bahasa 

I$ndonesi$a dari$ng memberi$kan makna mengenai$ kata adi$l i$ni$. Adi$l 

adalah sama berat, ti$dak berat sebelah, ti$dak memi$hak. Adi$l berarti $ 

berpi$hak kepada yang benar, sehi$ngga seseorang yang berbuat  adi$l  

berarti$  berpegang  pada  kebenaran.  Karena  i$tu, sepatutnya i$a ti$dak 
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sewenang-wenang. Hal i$ni$ yang membedakannya dengan "keadi$lan". 

Keadi $lan adalah si$fat (perbuatan, perlakuan, dan sebagai$nya) yang adi$l. 

d. Berkepasti$an Hukum (legal certai$nty) 

Pri$nsi$p i$ni$ berhubungan secara langsung dengan salah satu 

tujuan hukum yakni$ kepasti$an. Ti$ga tujuan hukum yakni$; keadi$lan, 

kepasti$an, dan kemanfaatan, merupakan satu rangkai$an yang sali$ng 

berhubungan. Ji$ka subbab di$ atas di$bahas tentang "adi$l", maka 

kepasti$an hukum" merupakan satu i$ri$san dari$ pri$nsi$p penyelenggara 

pemi$lu dalam undang-undang.
23

 

e. Terti$b (Orderly) 

Pemi$lu  adalah  perebutan  kekuasaan,  karena  i$tu,  

"kerumunan" kadang  tak  terhi$ndarkan,  oleh  karena  dalam  upaya  

merebut kekuasaan, seti$ap orang kadang "menolak antri$an". Perebutan 

kekuasaan berhubungan dengan all war, perang semua orang. Mereka 

yang memburu kekuasaan, kadang lupa ada pembatas, mana  yang  

boleh  di$lewati$  dan  mana  yang  tak  bi$sa  di$lalui$. Aki$batnya, si$kap 

untuk terti$b kadang menjadi$ persoalan. 

C. Money Poli$ti $c dalam Perspekti$f Fi$qh Si$yasah 

1. Pengerti$an fi$qh si$yasah 

Fi $qh Si$yasah secara eti$mologi$, fi$qh merupakan bentuk masdhar  

(general)  dan tashri$fan      kata     faqi$ha-yafqahu- fi$qhan   yang   berarti$   

pemahaman.   Pemahaman sebagai$mana   yang   di$maksud   di$si$ni$   adalah   
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pemahaman tentang   agama   i$slam. Sedangkan secara termi $nologi$, fi$qh 

lebi$h popular di$defi$ni$si$kan sebagai $ i$lmu tentang hukum hukum  syara‟ 

yang bersi$fat perbuatanyang di$pahami$ dari$ dali$l-dali$l yang ri$nci$.
24

 

2. Pengerti$an Ri$sywah (Poli$ti$k uang) 

Poli$ti$k  Uang  dalam  I$slam berarti$ri$sywah.  Ri$sywah  adalah 

sesuatu yang di$beri$kan untuk   membatalkan   sesuatu   yang haq   dan  

membenarkan   sesuatu  yang  bati$l,  tapi$ kondi$si$ poli$ti$k yang berkembang 

saat i$ni$, di$pandang sebagi$an besarmasyarakat sangat sarat dengan 

permai$nan poli$ti$k uang. Ri$sywah yai$tu rosya yang bermakna : tali$ ti$mba 

yang di$gunakan untuk mengambi$l ai$r dari$ sumur. Sedangkan ar- Rasyi$ 

adalah orang yang memberi$kan sesuatu kepada pi$hak ke dua yang 

si$apmendukung perbuatan bathi$l. 

Ri $sywah  memi$li$ki$  banyak  macam  sebagai$mana  di$jelaskan para  

ulama  seperti$  I$bnu  Abi$di$n keti$ka menguti$p ki$tab al- Fath, i$a 

mengemukakan empat macam bentuk ri$sywah, yai$tu 

a. Ri$sywa$h ya $ng ha$ra$m a$ta$s ora$ng ya$ng menga$mbi$l da$n ya $ng 

memberi$ka$nnya$, ya$i$tu ri$sywa$h untuk menda$pa$tka$n keuntunga$n da$la$m 

pera$di$la$n da$n pemeri$nta$ha$n. 

b. Ri$sywa$h   terha$da$p   ha$ki$m   a$ga$r   di$a$   memutuska$n perka$ra$,  

seka$li $pun  keputusa$nnya $ bena $r,  ka $rena$ di$a$ mesti$ mela $kuka$n ha$l i$tu 

(ha$ra $m ba $gi$ ya $ng memberi$ da$n meneri$ma$). 
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c. Ri$sywa$h  untuk  meluruska$n  sua$tu  perka$ra$  denga$n memi$nta $   

pengua$sa$   menola$k kemuda$ra$ta$n da$n menga$mbi$l  ma$nfa$a$t. Ri$sywa$h  

i$ni$  ha$ra$m  ba$gi$  ya $ng menga$mbi$lnya $ sa $ja $. Seba $ga $i$ hela $h ri $sywa $h 

i $ni $da$pa$t di $a$ngga $p  upa $h ba $gi $  ora $ng  ya $ng berurusa$n  denga $n 

pemeri$nta$h. Pemberi$a$n   tersebut   di$guna$ka$n   untuk urusa$n  

seseora$ng,  la$lu  di$ba$gi $- ba$gi$ka$n. Ha$l i$ni$ ha$la$l da$ri$  dua$  si$si$  seperti$  

ha$di$a$h  untuk  menyena$ngka$n ora$ng. A$ka$n teta$pi$  da$ri$  sa$tu  si$si$ 

ha$ra$m, ka$rena$ substa$nsi$nya$   a$da$la$h  kezha$li $ma$n.  Oleh  ka$rena$  i$tu   

ha $ra $m ba $gi$ ya $ng menga $mbi $lsa $ja $, ya $i $tuseba $ga $i$ ha $di $a$huntuk 

mena$ha $n kezha$li$ma$n da $n seba$ga$i$  upa$h da$la$m menyelesa$i$ka$n 

perka$ra$ a$pa$bi$la$ di$sya $ra$tka$n. Na$mun, bi$la$ ti$da$k di$sya$ra$tka$n,  

seda$ngka$n seseora$ng ya $ki$n ba$hwa$ pemberi$a$n i$tu a$da$la$h ha$di$a$h ya $ng 

di$beri $ka$n kepa$da$ pengua$sa $, ma $ka$ menurut ula$ma$ Ha$na$fi$ya $h
25

 ti$da$k 

a$pa $-a$pa$ (la$ ba$̀ sa$). Ka$la$u  seseora$ng keta$ma$ka$nnya $, ma$ka $ 

memberi$ka$n ha$di$a$h kepa$da$nya$ a$da$la$h ha$la$l, na$mun ma$kruh. 

d.  Ri$sywa$h untuk menola$k a$nca$ma$n a$ta$s di$ri$ a$ta$u ha$rta$, boleh ba$gi$ ya $ng 

memberi$ka$n da$n  ha$ra$m  ba$gi$  ora$ng ya$ng menga$mbi$l. Ha$l i$ni$ boleh 

di$la$kuka$n ka$rena$ menola$k  kemuda$ra$ta$n   da$ri$   ora$ng  musli$m   

a$da$la$h wa$ji$b,  na$mun  ti$da$k  boleh  menga$mbi$l  ha$rta$ untuk 

mela$kuka$n ya$ng wa$ji$b.
26

 

Peneli$ti$a$n i$ni$ a$ka$n mengguna$ka$n bebera$pa$ kera$ngka$ teori$ ma$upun 

konsep konsep ya $ng di$ja$di$ka$n seba$ga$i$ da$sa$r untuk menga$na$li$si$s 
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perma$sa$la$ha$n ya $ng di$teli$ti$ da$n untuk menja$wa$b perma$sa$la$ha$n objek 

peneli$ti$a$n. A$da$pun teori$-teori$ ya $ng di$guna$ka$n a$da$la$h seba$ga$i$ beri$kut : 

a. Teori$ Kewena$nga$n  

Ka$ta$ kewena$nga$n bera$sa$l da$ri$ ka$ta$ da$sa$r wewena$ng ya$ng 

di$a$rti$ka$n seba$ga$i$ ha$l ya$ng berwena$ng, ha$k da$n kekua$sa$a$n ya$ng 

di$punya$i$ untuk mela$kuka$n sesua$tu. Kewena$nga$n a$da$la$h kekua$sa$a$n 

forma$l, kekua$sa$a$n ya $ng di$beri$ka$n oleh Unda$ngUnda$ng da$ri $ 

kekua$sa$a$n a$dmi$ni$stra$si$. Da$la$m konteks hukum a$dmi$ni$stra$si$, 

kewena$nga$n di$a$rti$ka$n seba$ga$i$ kema$mpua$n untuk mela$kuka$n 

perbua$ta$n hukum tertentu a$ta$u mela$ksa$na$ka$n hukum posi$ti$f sehi$ngga$ 

terci$pta$ hubunga$n hukum a$nta$ra$ ma$sya$ra$ka$t denga$n pemeri$nta$h. 

Kewena$nga$n da$pa$t di$peroleh mela$lui$ meka$ni$sme a$tri$busi$, delega$si $ 

a$ta$upun ma$nda$t. Menurut Bla$ck‟s la$w di$cti$ona$ry, kewena$nga$n a$ta $u 

wewena$ng merupa$ka$n ha$k ya$ng di$mi$li$ki$ peja$ba$t publi$k untuk 

menentuka$n a$tura$n hukum da$la$m ha$l memeri$nta$h a$ta$u berti$nda$k 

da$la$m sebua$h li$ngkup pela$ksa$na$a$n kewaji$ban publi$k.
27

 Adapun 

kewenangan menurut Farazzi$ adalah hak yang di$gunakan untuk 

melaksanakan beberapa fungsi$ ma$na$jemen seperti$ penga$wa$sa$n 

(supervi$se), penga$tura$n (regula$si$ da$n sta$nda$rdi$sa$si$), pengurusa$n 

(a$dmi $ni$stra$si$) a$ta$u sua$tu urusa$n tertentu. 

Da$la$m konsep Hukum Ta$ta$ Nega$ra$, kewena$nga$n a$ta$u 

wewena$ng di$deskri$psi$ka$n seba$ga$i$ “rechtsma$ch” (kekua$sa$a$n hukum). 
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Da$la$m hukum publi$k, wewena$ng di$ka$i$tka$n denga$n kekua$sa$a$n. 

Kekua$sa$a$n memi$li$ki$ ma$kna$ ya$ng sa$ma$ denga$n wewena$ng ka$rena $ 

kekua$sa$a$n ya$ng di$mi$li$ki$ oleh eksekuti$f, legi$sla$ti$f da$n yudi$ka$ti$f a$da$la$h 

kekua$sa$a$n forma$l. Kekua$sa$a$n merupka$n unsur esensi$a$l da$ri$ sua$tu 

nega$ra$ da$la$m proses penyelengga$ra$a$n pemeri$nta$ha$n di$sa$mpi$ng unsur-

unsur la$i$nnya$, seperti$ hukum, kewena$nga$n, kea$di$la$n, kejujura$n da$n 

la$i$n-la$i$n. 

Terda$pa$t sedi$ki$t perbeda$a$n a$nta$ra$ kewena$nga$n (a$uthori$ty, 

gesa$g) a$da$la$h a$pa$ ya $ng di$sebut seba$ga$i$ kekua$sa$a$n forma$l, kekua$sa$a $n 

ya $ng bera$sa$l ya$ng di$beri$ka$n pleh Unda$ng-Unda$ng a$ta$u legi$sla$ti$f, 

seda$ngka$n wewena$ng (competence, bevoegdhei$d) ha$nya$ menga$na $i $ 

sua$tu “onderdeel” ba$gi$a$n tertentu da$ri$ kewena$nga$n. Kewena$nga$n 

da$la$m bi$da$ng kekua$sa$a$n keha$ki $ma$n a$ta$u kekua$sa$a$n menga$di$li$ la$zi$m 

di$sebut kompetensi$ a$ta$u yuri$sdi$ksi$. Seca$ra$ yuri$di$s pengerti$a$n 

wewena$ng a$da$la$h kema$mpua$n ya $ng di$beri$ka$n oleh pera$tura$n 

perunda$ng-undangan untuk meni$mbulkan aki$bat-aki$bat dalam hukum. 

Dalam li$teratur i$lmu poli$ti$k, i $lmu pemeri$ntahan dan i$lmu hukum 

seri$ng di$temukan i$sti$lah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. 

Wewenang sekurang kurangnya terdi$ri$ atas ti$ga komponen, 

di$antaranya seperti$ pengaruh, dasar hukum dan konformi$tas hukum. 

Komponen pengaruh yang di$maksudkan bahwa penggunaan 

wewenang bertujuan untuk mengendali$kan peri$laku subjek hukum, 

sedangkan komponen dasar hukum di$maksudkan, bahwa wewenang 
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i$tu harus di$dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan komponen 

konformi$tas hukum menghendaki$ bahwa wewenang harus memi$li$ki$ 

standar yang jelas dan standar khusus. Pa$da$ da$sa$rnya$ seti$a $p 

pengguna$a$n wewena$ng ha$rus memi$li$ki$ da$sa$r lega$li$ta$s di$da$la$m hukum 

posi$ti$f untuk mencega$h terja$di$nya $ perbua$ta$n sewena$ng wena$ng. 

Pengguna$a$n wewena$ng da$la$m pemeri$nta$ha$n sela$lu da$la$m ba$ta$s-ba$ta$s 

ya $ng di$teta$pka$n sekura$ng-kura$ngnya$ oleh hukum posi $ti$f. Da$la$m 

ka$i$ta$nnya $ denga$n konsep nega$ra$ hukum, pengguna$a$n kewena$nga$n 

tersebut di$ba$ta$si$ a$ta$u sela$lu tunduk pa$da$ hukum tertuli$s ma$upun ti$da$k 

tertuli $s. 

Pa$da$ da$sa$rnya$, kewena$nga$n ya$ng di$mi$li$ki$ oleh peja$ba$t nega$ra $ 

da$la$m membua$t keputusa$n ha$rus berda$sa$rka$n oleh ketentua$n hukum 

konsti $tusi$ ya $ng berla$ku sehi$ngga$ da$pa$t menci$pta$ka$n kewena$nga$n 

ya $ng sa$h di$dukung oleh sumber otori$ta$s mereka$ da$la$m mengelua$rka$n 

sebua$h keputusa$n.
28

 

b. Teori$ Kelembagaan Negara 

Dalam Kamus Besar Bahasa I$ndonei$sa kata “lembaga” 

di$arti$kan seba$ga$i$ ba$da$n a$ta$u orga$ni$sa$si$ ya$ng tujua$nnya $ mela$kuka$n 

sua$tu penyeli$di$ka$n kei$lmua$n a$ta$u mela$kuka$n sua$tu usa$ha$ da$n pola $ 

pri$la$ku  ma$nusi$a$ ya $ng ma$pa$n ya $ng terdi$ri$ a$ta$s i$ntera$ksi$ sosi$a$l ya$ng 

berstruktur di$ sua$tu kera$ngka$ ni$la$i$ ya $ng releva$n.
29
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Pa$da$ da$sa$rnya$ lemba$ga$ nega$ra$ merupa$ka$n i$nsti$tusi$-i$nsti$tusi$ 

ya $ng di$bentuk berda$sa$rka$n hukum untuk menja$la$nka$n fungsi$-fungsi $ 

nega$ra$, ba$i$k fungsi$ kla$si$k ma$upun fungsi$ seca$ra$ a$ktua$l. Lemba$ga $ 

nega$ra$ merupa$ka$n sa$tu kesa$tua$n ya$ng ti$da$k terpi$sa$hka$n denga$n 

kebera$da$a$n nega$ra$. Ba$hka$n da$la$m a$rti$ lua$s da$pa$t di$ka$ta$ka$n ba$hwa $ 

lema$ba$ga$ nega$ra$ a$da$la$h seti$a$p ora$ng a$ta$u orga$ni$sa$si$ ya $ng mempunya$i $ 

fungsi$ tertentu untuk menca$pa$i$ tujua$n da$la$m nega$ra$. Teta$pi $ da$la$m a$rti $ 

sempi $t, Kelsen mengi$ba$ra$tka$n lemba$ga$ nega$ra$ seba$ga$i$ orga$n da$la$m 

a$rti$ ma$teri$i$l sehi$ngga$ ora$ng perora$nga$n a$ta$u i$ndi$vi$du ba$ru di$ka$ta$ka$n 

orga$n nega$ra$ a$ta$u lemba$ga$ nega$ra$ ji$ka$ seca$ra$ pri$ba$di $ memi$li$ki$ 

keduduka$n hukum tertentu untuk mela$kuka$n sesua$tu a$ta$s na$ma$ 

nega$ra$, seperti$ membua$t kontra$k, memutus sengketa$, da$n la$i$n-la$i$n. 

Menurut Hans Kelsen menyatakan “an organ, i$n thi$s sense, i$s 

an i$ndi$vi$dual fulfi$lli$ng a speci$fi$c a speci$fi$c functi$on”. Kuali$tas 

i$ndi$vi$du i$tu sebagai$ organ negara di$tentukan oleh fungsi$nya. “He i$s an 

organ because and i$n so far as he perfoms a law creati$ng or law 

applyi$ng functi$on”. I$ndi$vi$du tersebut dapat di$sebut sebagai$ organ 

negara, karena i$a menjalankan fungsi$ yang menci$ptakan hukum 

(lawcreati$ng functi$on) atau fungsi$ yang menerapkan hukum (law 

applyi$ng functi$on). 

Di$ si$si$ la$i$n Sri$ Soema$ntri$ menyebutka$n ba$hwa$, lemba$ga $ 

nega$ra$ merupa$ka$n lemba$ga$ ya$ng di$bentuk a$ta$s da$sa$r Unda$ng-

Unda$ng. Ha$l i$ni$ menga$cu pa$da$ ungka$pa$n K.C.Where, ba$hwa$ Unda$ng-
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Unda$ng berguna$ untuk menga$mba$rka$n si$stem keta$ta$nega$ra$a$n seca$ra $ 

menyeluruh da$la$m sebua$h nega$ra$. Kemudi$a$n lemba$ga$-lemba$ga $ 

tersebut menja$la$nka$n fungsi$ ya $ng terpi$sa$h da$n memi$li$ki$ si$stem checks 

a$nd ba$la$nces, a$nta$ra$ la$i$n fungsi$ legi$sla$ti$f, eksekuti$f, da$n yudi$ka$ti$f. Sri $ 

Soema$ntri$ menga$ta$ka$n ba$hwa$ di $lua$r konsti$tusi$ juga$ terda$pa$t lemba$ga$-

lemba$ga$ nega$ra$. Terka$i$t ha$l tersebut beli$a$u memba$gi$ da$la$m dua $ 

si$stem keta$ta$nega$ra$a$n I$ndonesi $a$, ya$i$tu: da$la$m a$rti$ sempi$t, ya $kni$, 

ha$nya $ berkena$a$n denga$n lemba$ga$-lemba$ga$ nega$ra$ ya$ng terda$pa$t 

da$la$m Unda$ng-Unda$ng Da$sa$r; da$n da$la$m a$rti$ lua$s, ya $kni$ meli$puti$ 

lemba$ga$-lemba$ga$ nega$ra$ ya $ng terda$pa$t di$ da$la$m da$n di$ lua$r Unda$ng-

Unda$ng Da$sa$r.
30

 

Pa$da$ ha$ki$ka$tnya $ pembentuka$n lemba$ga$ nega$ra$ di$perluka $n 

da$la$m ra$ngka$ menca$pa$i$ tujua$n nega$ra$ ya$ng juga$ merupa$ka$n tujua$n 

na$si$ona$l ya $ng sema$ki$n kompleks. Ha$l i$ni$ ti$da$k da$pa$tb di$la$kuka$n 

sema$ta$-ma$ta$ mela$lui$ orga$n uta$ma$ nega$ra$ saja yang memi$li$ki$ fungsi $ 

melayani$. Perbedaannya adalah lembaga utama merupakan  

permanent i$nsti$tuti$on, sedangkan lembaga negara pembantu dapat 

tumbuh,  berkembang dan mungki$n di$hapus tergantung pada kondi$si$ 

dan si$tuasi$. Lebi$h jauh, Ji$mly Ashi$ddi$qi$e menjela$ska$n ba$hwa $ 

persoa$la$n konsti$tusi$ona$li$ta$s lemba$ga$ nega$ra$ ti$da$k serta$ merta $ 

menga$cu pa$da$ gra$da$si$ hi$era$rki $s a$nta$ra$ lemba$ga$ ti$nggi$ da$n renda$h 

da$la$m konsti$tusi$. Perta$nya $a$n terka$i$t a$da$la$h ba$ga$i$ma$na$ lemba$ga$ UUD 

                                                           
30

 Laurensi$us Arli$man S, Lembaga Lembaga Negara I$ndependen, (Yogyakarta: CV Budi$ 

Utama, 2019), h. 22 



31 

 

 

menga$tur da$n menentuka$n ha$l-ha$l ya $ng berka$i$ta$n denga$n lemba$ga $ 

nega$ra$ meski$pun sta$tusnya$ lebi$h renda$h da$ri$ ba$da$n konti$tusi$ona$l 

bi$a$sa$, ya$ng bera$rti$ ba$hwa$ ba$da$n tersebut a$ka$n mena$nga$ni$ ma$sa$la$h 

ketatanegaraan sepanjang konsti$tusi$ memuat ketentuan-ketentuan 

yang berkai$tan dengan badan yang bersangkutan. 

c. Teori$ Pemi$li$han Umum. 

Pemi$li$ha$n Umum a$da$la$h proses memi$li$h ora$ng untuk mengi$si$ 

ja$ba$ta$n-ja$ba$ta$n poli$ti$k tertentu. Ja$ba$ta$n-ja$ba$ta$n tersebut bera$neka $ 

ra$ga$m, mula$i$ da$ri$ presi$den, wa$ki$l ra$kya $t di$ berba$ga$i$ ti$ngka$t 

pemeri$nta$ha$n, sa$mpa$i$ kepa$la$ desa$. Da$la$m mela$ksa$na$ka$n pemi$li$ha$n 

umum ha$rus di$la$ksa$na$ka$n seca$ra$ la$ngsung, umum, beba$s, ra$ha$si$a $, 

jujur da$n a$di$l da$la$m nega$ra$ kesa$tua$n Republi$k I$ndonesi$a$ berda$sa$rka$n 

Pa$nca$si$la$ da$n Unda$ng-Unda$ng Da$sa$r Nega$ra$ kesa$tua$n Republi$k 

I$ndonesi$a$ Ta$hun 1945.
31

  

Ji$mly A$sshi$ddi$qi$e Pemi$lu a$da$la$h merupa$ka$n ca$ra$ ya$ng 

di$selengga$ra$ka$n untuk memi$li$h wa$ki$l-wa$ki$l ra$kya $t seca$ra$ demokra$ti$s. 

A$sshi $ddi$qi$e bera$ngka$t dari$ konsep kedaulatan rakyat dengan si$stem 

perwaki$lan atau yang di$sebut dengan representati$ve democracy. Di $ 

dalam prakti$k, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah waki$l-

waki$l rakyat yang duduk di$ lembaga perwaki$lan rakyat yang di$sebut 

parlemen. Para waki$l rakyat i$tu berti$ndak atas nama rakyat, dan waki$l-

waki$l rakyat i$tulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya 
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pemeri$ntahan, serta tujuan apa yang hendak di$capai$ bai$k dalam jangka 

panjang maupun dalam jangka waktu yang relati$f pendek.
32

 Agar 

waki$l-waki$l rakyat benar-benar berti$ndak atas nama rakyat, waki$l-

waki$l i$tu harus di$tentukan sendi$ri$ oleh rakyat, yai$tu melalui $ Pemi$li$han 

Umum (general electi$on). 

d. Teori$ Demokrasi$ I$slam 

Pada dasarnya demokrasi$ berasal dari$ dua kata, yai$tu demos 

yang berarti$  rakyat, dan kratos/cratei$n yang berarti$ pemeri$ntahan, 

sehi$ngga dapat di$arti$kan sebagai $ pemeri$ntahan rakyat, atau lebi$h ki$ta 

kenal sebagai$ pemeri$nta$ha$n da$ri$ ra$kya $t, oleh ra$kya $t da$n untuk 

ra$kya$t.
33

 Ji$ka$ di$li$a$t da$ri$ sudut pa$nda$ng I$sla$m, ma$ka$ terda$pa$t 

pengerti$a$n demokra$si$ I$sla$m i$tu sendi$ri$, Demokra$si$ I$sla$m merupa$ka$n 

i$deologi$ poli$ti$k ya$ng berusa$ha$ menera$pka$n pri$nsi$p-pri$nsi $p I$sla$m ke 

da$la$m kebi$ja$ka$n publi$k da$la$m kera$ngka$ demokra$si$. 

Teori$ poli$ti$k I$sla$m menjela$ska$n ti$ga$ ci$ri$ da$sa$r demokra$si$ 

I$sla$m di$a$nta$ra$nya$, tunduk pa$da$ sya$ri$a$h, pemi$mpi$n ha$rus di$pi$li$h oleh 

ra$kya$t, da$n berkomi$tmen untuk mempra$ktekka$n syura$, sebua$h bentuk 

konsulta$si$ khusus ya$ng di$la$kuka$n oleh Na$bi$ Muha$mma$d Sa$w ya $ng 

da$pa$t di$temuka$n da$la$m berba$ga$i$ ha$di$st da$n a$ya$t A$l-Qur‟a$n. Da$la$m 

i$lmu poli$ti$k, Konsep demokra$si$ di$a$ngga$p sa$nga$t penti $ng ha$l i$ni$ 

di$ka$rena$ka$n demokra$si$ sa$a$t i$ni$ di$li$ha$t seba$ga$i$ ta$nda$ perkemba$nga$n 
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poli$ti$k di$ sua$tu nega$ra$. Demokra$si$ a$da$la$h bentuk pemeri$nta$ha$n 

di$ma$na$ semua$ wa$rga$ nega$ra$ memi$li$ki$ ha$k sua$ra$ ya$ng sa$ma$ da$la $m 

membua$t keputusa$n ya$ng da$pa$t menguba$h hi$dup mereka$. Demokra$si $ 

memungki$nka$n wa$rga$ nega$ra$ untuk berpa$rti$si$pa$si$ da$la$m perumusa$n, 

pengemba$nga$n, da$n pembua$ta$n Unda$ng-Unda$ng ba$i $k mela$lui$ 

pa$rti$si$pa$si$ la$ngsung ma$upun mela$lui$ perwa$ki$la$n, da$n juga$ demokra$si $ 

di$da$la$mnya $ terda$pa$t kondi$si$ sosi$a$l, perekonomi$a$n, da$n buda$ya$ ya $ng 

memungki$ngka$n pra$kti$k poli$ti$k ya$ng beba$s da$n seta$ra$. Demokra$si $ 

a$da$la$h sebua$h i$deologi$ da$n sepera$ngka$t pri$nsi$p tenta$ng kebeba$sa$n 

ya $ng menjela$ska$n ba$ga$i$ma$na$ ha$l i$tu ha$rus di$pera$kti$kka$n da $n 

ba$ga$i$ma$na$ mema$sti$ka$n pemi$li$ha$n ya$ng a$di$l, da$n juga$ demokra$si $ 

menuntut penhorma$ta$n terha$da$p ma$rta$ba$t ma$nusi$a$. Serta$ demokra$si$ 

seba$ga$i$ sua$tu si$stem tela$h di$ja$di $ka$n a$lterna$ti$f da$la$m berba$ga$i$ ta$ta$na$n 

a$kti$vi $ta$s berma$sya $ra$ka$t da$n bernega$ra$ ha$mpi$r di$ semua$ nega$ra$ di $ 

duni$a$.
34

 Menurut Moh. Ma$hfud MD, a$da$ dua$ a$la$sa$n di$pi$li$hnya $ 

demokra$si$ seba$ga$i$ si$stem berma$sya$ra$ka$t da$la$m bernega$ra$, ya $i$tu : (1) 

ha$mpi$r semua$ nega$ra$ di$ duni$a$ i$ni$ tela$h menja$di$ka$n demokrasi$ sebagai $ 

asas yang fundamental, meski$pun negara-negara demokrasi$ tersebut 

memberi$kan peran kepada masyarakat dan negara dalam porsi$ yang 

berbeda. (2) demokrasi$ sebagai$ asas kenegaraan secara esensi$al telah 

memberi$kan arah bagi$ peranan masyarakat untuk menyelengga$ra$ka$n 

nega$ra$ seba$ga$i$ orga$ni$sa$si$ terti$nggi$hnya$. Sehi$ngga$ da$la$m sebua$h 
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demokra$si$ ma$ka$ di$perluka$n a$da$nya $ pema$ha$ma$n serta$ pengeta$hua$n 

ya $ng menda$la$m kepa$da$ ma$sya$ra$ka$t da$la$m sebua$h nega$ra$. B. Ma$yo 

berpenda$pa$t ba$hwa$ si$stem poli$ti$k demokra$ti$s a$da$la$h menujukka $n 

kebi$ja$ka$n umum di$tentuka$n a$ta$s da$sa$r ma$yori$ta$s oleh wa$ki$l-wa$ki$l 

ya $ng di$a$wa$si$ seca$ra$ efekti$f oleh ra$kya$t, da$n di$da$sa$rka$n a$ta$s kesa$ma$a$n 

poli$ti$k da$la$m sua$sa$na$ terja$mi$nnya $ kebeba$sa$n poli$ti$k. Lebi$h la$njut 

A$bra$ha$n Li$ncoln menga$rti$ka$n demokra$si$ merupa$ka$n sebua$h si$stem 

pemeri$nta$ha$n yang asalnya dari$ rakyat, di$buat oleh rakyat serta 

di$tujukan untuk rakyat. Adapun ci$ri$-ci$ri$ demokrasi$ menurut Abrahan 

Li$ncoln yakni$: 

1) Adanya ruang poli$ti$k (poli$ti$c space), yang memungki$nkan rakyat 

untuk bi$sa berkembang secara wajar dan aman. Arti$nya suatu 

poli$ti$k yang terbuka, mengandai$kan adanya kebi$jakan publi$k yang 

mendukung adanya peneri$maan atas pri$nsi$p-pri$nsi$p plurali$sme. 

Ruang poli$ti$k yang bebas dan aman, ti$dak selalu bermakna legal-

formal, melai$nkan harus nyata (sosi$ologi$s).
35

 

2) Berkembangnya proses parti$si$pasi$ masyarakat yang murni$ dan 

progresi$f. Maksudnya adalah suatu kondi$si$ di$mana rakyat menjadi $ 

aktor utama poli$ti$k, dan bukan sekedar penyumbang suara pemi$lu. 

Parti$si$pasi$ yang pali$ng ti$nggi$ adalah keti$ka masyarakat i$kut 

mengambi$l keputusan poli$ti$k yang penti$ng (hak i$ni$si$ati$f), dan 
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ti$dak sekedar menjadi$ tenaga-tenaga dari$ proyek-proyek 

pemeri$ntahan. 

3) Pemeri$ntah adalah pi$hak mayori$tas, dengan ti$dak mengabai$kan 

pi $hak mi$nori$tas, memberi $ tempat dan kesempatan kepada 

mayori$tas, bermakna penghormatan atas suara rakyat.
36

  

 

D. Peneli$ti$an Terdahulu 

Sejauh pengamatan penuli$s, karya i$lmi$ah, buku, ataupun laporanhasi$l 

peneli$ti$an tentang money poli$ti$c secara umum sudah ada. Namun,untuk 

khusus mengenai$ money poli$ti$c dalam pemi$lu menurut fi$qh si $yasah dan 

hukum posi$ti $f  belum penuli$s temukan. Beri$kut penelusuran peneli$ti$ terkai$t 

peneli$ti$an terdahulu yang termuat dalam buku, jurnal, dan peneli$ti$an 

akademi$s yang berkai$tan dengan pokok masalah i$ni$. Di$antara yakni$: 

1. Samsul  Hadi$  dalam  Skri$psi$nya  yang  berjudul   “Kri$teri$a Money 

Poli$ti$c dalam Pemi$lu Perspekti$f Hukum I$slam” 

Penuli$s   menjelaskan   beberapa   poi$n   di$antaranya   mengenai$ 

money  poli$ti$c,   hi$bah,  hadi$ah  dan  shadaqah  sebagai$  bahan 

pembedauntuk  mengetahui$  kri$teri$a  money poli$ti$c  i$tu  sendi$ri$. Money 

poli$ti$c merupa$ka$n keja$ha$ta$n ya$ng terselubung da$n juga$ merupa$ka$n  sa$la$h  

sa$tu penya$ki$t  (pa$tologi$)  sosi$a$l  ma$sya$ra$ka$t ya$ng da$pa$t merusa$k sendi$-

sendi$ tra$di$si$ da$n buda$ya $ ma$sya $ra$ka$t. Ba$hka$n menta$li$ta$s (kesa$da$ra$n) 

ba$ngsa$, teruta$ma$ genera$si$ muda$ menja$di$ sema$ki$n terpuruk. 
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Di$ I$ndonesi$a money poli$ti$c telah menjadi$ penyaki$t yang sudah 

sangat  kroni$s, terutama  kehi$dupan  yang  terkai$t  dengan bi$rokrasi$.  

Hasi$l  dari$  peneli$ti$an  i$ni$  yakni$ Money poli$ti$c dalam PEMI$LU 

(Pemi$li$han Umum) termasuk dalam katagori$ ri$sywah muharramah.  

di$haramkan bagi$ pemberi$ dan peneri$ma, karena pemberi$ dan peneri$ma 

sudahjelas-jelas telah mereali$sasi$kan kecurangan yang ti$dak di$benarkan 

oleh syara ‟. di$bolehkan bagi$ pi$hak pemberi$ apabi$la pi$hak pemberi$ adalah 

satu-satunya calon yang layak untuk menjadi$ pemi$mpi$n, sedangkan bagi$ 

pi$hak peneri$matetap di$hukumi$ haram
37

 

2. Jonasmer Si$matupang dan Muhammad Subekhan dalam Jurnal   

yang berjudul     :     “Pengaruh     Budaya     Poli$ti$k Uang   dalam   

Pemi$lu   Terhadap Keberlanjutan Demokrasi$ I$ndonesi$a” 

Membahas  mengenai$  Money  poli$ti$c atau  poli$ti$k  uang 

merupakan prakti$k i$legal dalam pemi$lu yang dapat mempengaruhi$ 

parti$si$pan  pemi$lu  dengan i$mi$ng-i$mi$ng i$mbalan tertentu  dan  seolah-olah  

mendapat legi$ti$masi$ kuat dari$ rakyat. Masyarakat  yang  sudah  mendaftar  

i$kut  serta  dalampemi$lu apakah mereka i$kut berparti$si$pasi$ mencoblos, 

atau golput dan memi$li$hkarena adanya poli$ti$kuang. Fenomenanegati$f i$ni$ 

muncul dalam transi$si$ demokrasi$ I$ndonesi$a. Dalam peneli$ti$an  i$ni$, juga 

membahas mengenai$ strategi$-strategi$ pelaksanaan poli$ti$k uang seperti$  
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serangan fajar dan mobi$li$sasi$ masa  serta pengaruhnya terhadap 

keberlanjutan demokrasi$ I$ndonesi$a.
38

 

3. Mat Supri$ansyah dalam Skri$psi$nya yang berjudul “Money Poli$ti$c 

dalam Pemi$lu  Menurut  Pandangan  Hukum  I$slam dan  Undang-

Undang” 

Menjela$ska$n tenta$ng hukum Money Poli$ti$c di$pa$nda$ng da$ri$ Hukum 

I$sla$m da$n Unda$ng- unda$ng ya$ng berla$ku di$ I$ndonesi$a$. Ma$ca$m-ma$ca$m, 

penyeba$b da$ri$ money poli$ti$c serta$ menjela$ska$n tenta$ng persa$ma$a$n hukum 

i$sla$m da$n unda$ng-unda$ng mengena$i$ hukum money poli$ti$c serta$ sa$nksi $ 

ya $ng di$teri$ma$ba$gi$pela$ku a$ta$u oknum ya$ng terli$ba$t denga$n money  poli$ti$c.    

Kemudi$an menjelaskan bahwa Hukum I$slam dan undang-undang 

memandang money poli$ti$c sebagai$ perbuatan yang di$larang dan aki$bat 

dari$ perbuatan tersebut pelaku dapat di$hukum oleh haki$m 

sesuai$ undang-undang yang berlaku.
39

 

4. Andi$  Akbar  dalam  Skri$psi$nya  yang  berjudul “Pengaruh Money   

Poli$ti$cs   Terhadap   Parti$si$pasi$   Masyrakat   Pada Pi$lkada 2015 Di$ 

Kabupaten Bulukumba. 

Ya$ng  menjela$ska$n   mengena$i$ da$mpa$k da$ri$ money poli$ti$c 

khususnya$ di$ Desa$ Ba$ruga$e Kec. Bulukumpa$. Peneli$ti$a$n i$ni$ juga$ 
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mengga$mba$rka$nba$hwa$ Money Poli $ti$cs mema$ng memberi$ka$n penga$ruh 

terha$da$p pa$rti$si$pa$si$  ma$sya $ra$ka$t  ya $ng meneri$ma$nya $ a$ka$nteta$pi$  juga$  

sebena$rnya $  belum  menja$di$  sua$tu   kepa$sti$a$n da$la$m  mera$up  sua$ra$  

sesua$i$  denga$n  da$na$  ya$ng  di$kelua$rka$n Ca$lon ka$ndi$da$t da$la$m mela$kuka$n 

Vote Buyi$ng pa$da$ pemi$lu, ha$l tersebut  di$  seba$bka$n  oleh bebera$pa $   

fa$ktor   ya$ng   membua$t Money  Poli$ti$cs  menja$di$  ti$da$k   efekti$f  ya$i$tu   

stra$tegi$ Money Poli$ti$cs ya$ng sa$la$h, ti$m sukses ya$ng ti$da$k berkua$li$ta$s da$n 

si$ka$p ga$nda$ da$la$m memi$li$h ca$lon ka$ndi$da$t ya $ng di$ ma$na$ ha$l tersebut 

membua$t Money Poli$ti$cs ti$da$k menja$mi$n da$pa$t membeli$ sua$ra$- sua$ra$ da$ri $ 

pemi$li$h yang meneri$ma pemberi$an berupa uang   dan barang dan adapun 

faktor yang melatarbelakangi$ masyarakat dalam meneri$ma Money Poli$ti$cs 

yai$tukarena pengaruh budaya, ekonomi$, pendi$di$kan, keti$dakpercayaan 

terhadap pemeri$ntah dan kontrak kerja.
40

 

5. Nanda Ayu Mahbubah dengan skri$psi$ nya yang berjudul “Ki$nerja 

Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah Money Poli$ti$c 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemi$li$han 

Umum pada Pemi$lu Legi$slati$f 2019 dalam Perspekti$f fi$qi$h Si$yasah.” 

Peneli$ti$an i$ni$ menggunakan metode peneli$ti$an sosi$ologi$ hukum 

(empi$ri$s). Adapun sumber data yang di$gunakan adalah data pri$mer (data 

yang di$dapat langsung dari$ tempat peneli$ti$an) dan data sekunder (data 

yang di$dapat dari$ kepustakaan). Data yang di$peroleh kemudi$an di$anali$si$s 

secara depskri$pti$f kuali$tati$f. Adapun persaman peneli$ti$an yang akan 
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di$teli$ti$ dengan peneli$ti$an di$ atas yakni$ sama-sama meneli$ti$ terkai$t 

Bawaslu mencegah prakti$k poli$ti$k uang pada  Pemi$lu Legi$slati$f tahun 

2019, namun pernedaannya adalah tempat peneli$ti$an dan fokus peneli$ti$an, 

peneli$ti$an di$atas lebi$h memfokuskan ke ki$nerja Bawaslu mencegah 

prakti$k poli$ti$k uang pada Pemi$lu Legi$slati$f tahun 2019, sedangkan 

peneli$ti$an yang akan di$lakukan hanya berfokus ke sejauh mana peran 

lembaga Badan Pengawas Pemi$li$han Umum dalam mencegah prakti$k 

poli$ti$k uang pada Pemi$lu 2024 (perspekti$f fi$qi$h si$yasah). Dan juga 

perbedaannya adalah ji$ka peneli$ti$an di$atas menggunakan pendekatan 

sosi$ologi$ hukum (empi$ri$s) maka peneli$ti$an yang akan di$gunakan 

pendekatan kei$lmuan normati$f poli$ti $s, dan juga menggunakan pendekatan 

kei$lmuan yuri$di$s sosi$ologi$s.
41

 

6.  Nabi$la Amri$e Afi$na dalam skri$psi $nya yang berjudul “Peran Bawaslu 

Kabupaten Kebumen mencegah prakti$k poli$ti$k uang di$ desa Anti$ 

poli$ti$k uang Kabupaten Kebumen Perspekti$f Teori$ Al-Hi$sbah.” 

   Ha$si$l da$ri$ peneli$ti$a$n tersebut ba$hwa$ Pera$n da$ri $ Ba$wa$slu 

Ka$bupa$ten Kebumen terha$da$p gera$ka$n sosi$a$l desa$ a$nti$ poli$ti$k ua$ng ha$nya$ 

seba$ta$s memberi$ka$n bi$mbi$nga$n tekni$s di$la$pa$nga$n, a$rti$nya$ da$ri$ proses 

perenca$na$a$n, proses dekla$ra$si$ da$n pema$ta$nga$n terha$da$p terha$da$p wa$rga $ 

desa$ a$nti$ poli$ti$k ua$ng. Ti$nja$ua$n teori$ A$l-Hi$sba$h terha$da$p pera$n Ba$wa$slu 

da$la$m mencega$h poli$ti$k ua$ng khususnya$ denga$n membentuk gera$ka$n 
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Desa anti $ poli$ti$k uang merupakan i$mplementasi$ dari$ tugas ma‟ruf nahi$ 

munkar (mengajak kebai$kan dan mencegah kemungkaran). Bawaslu 

termani$sfetasi$kan kedalam lembaga Al-Hi$sbah, kedua lembaga tersebut 

sama-sama memi$li$ki$ kei$denti$kan terkai$t dengan fungsi$ pengawasan yang 

di$mi$li$ki$ oleh keduanya. 

   Adapun persamaan peneli$ti$an di$atas, yakni$ sama-sama 

menggunakan metode kuali$tati$f depskri$pti$f dan juga pengumpulan data 

yang di$gunakan meli$puti$: Observasi$, wawancara, dan juga dokumentasi$. 

Juga sumber data yang di$gunakan yakni$ data pri$mer dan data sekunder. 

Namun perbedaannya adalah yakni $ adalah tempat fokus peneli$ti$an, ji$ka 

fokus peneli$ti$an di$atas menggunakan cara pandang dari$ teori$ Al-Hi$sbah, 

maka penuli$s memfokuskan peneli $ti$annya ke cara pandang dari$ fi$qi$h 

si$yasah.
42

 

7. Feri$ Mauli$ja dalam skri$psi$nya yang berjudul “Peran Bawaslu Pada 

Masa Pesta Demokrasi$ di$ Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspekti$f 

Fi$qi$h Si$yasah” 

   Hasi$l dari$ peneli$ti$an i$ni$ adalah Problemati$ka dalam pelaksanaan 

pi$lkada di$ Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018 dalam beberapa kasus, 

di$antaranya, Pertama,  Money Poli$ti$c yang terjadi$ di$ Aceh Selatan dengan 

jumlah yang berbeda dan moti$f pemberi$an yang berbeda pula. Kedua, 

Black Campai$gn terjadi$ sejak sebelum penetapan masa kampanye sampai $ 

pada masa tenang bahkan sampai$ hari$ pencoblosan. Keti$ga, Mani$pulasi$ 
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laporan dana kampnye.  Hal i$ni$ merupakan Problemati$ka pesta pemi$li$han 

Bupati$ dan Waki$l Bupati$ di$ Aceh Selatan. Peran dan wewenang Bawaslu 

Aceh Selatan tahun 2018 sangat penti$ng, di$antaranya mensosi$ali$sasi$kan 

tentang bahayanya money poli$ti$c, black campai$gn juga melakukan 

pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai$ terlaksana 

pemi$lu dengan bai$k. Persamaan peneli$ti$an di$atas dengan peneli$ti$an  yang 

akan penuli$s buat adalah yakni$ sama-sama menggunakan metode 

kuali$tati$f depskri$pti$f dan juga pengumpulan data yang di$gunakan 

meli$puti$: Observasi$, wawancara, dan juga dokumentasi$. Juga sumber data 

yang di$gunakan yakni$ data pri$mer dan data sekunder.
43

 

8. Ri$ska Febri$ana dengan skri$psi$nya yang berjudul “Peran Bawaslu 

Dalam Pencegaahan Money Poli$ti$c Tahapan Kampanye Pada Pemi$lu 

Legi$slati$f Tahun 2019”. 

   Peneli$lti$an i$ni$ di$tuli$s oleh Ri$ska Febri$ana dari$ Uni$versi$tas I$slam 

Negeri$ Maulana Mali$k I$brahi$m Malang tahun 2020. Peneli$ti$an i$ni$ 

menggunakan metode jeni$s peneli$ti$an empi$ri$s dengan pendekatan 

peneli$ti$an yuri$di$s sosi$ologi$. Fokus peneli$ti$an i$ni$ adalah mendeskri$psi$kan 

Peran dari$ Bawaslu dalam mencegah terjadi$nya money poli$ti$c tahapan 

kampanye pemi$lu tahun 2019 di$ Kabupaten Tulungagung. Serta rencana 

strategi$ Bawaslu dalam pencegahan money poi$ti$c tahapan kampanye 

belum memenuhi$ tahap-tahap kebi$jakan publi$k meli$puti$ penyusunan 
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agenda, formasi$, adopsi$ kebi$jakan, i $mplementasi$ kebi$jakan dan peni$lai$an 

kebi$jakan.
44

 

9. Nanang Yuli$a dengan skri$psi$nya yang berjudul “Strategi$ Mencegah 

Money Poli$ti$c Melalui$ Desa Anti $ Poli$ti$k Uang ( Studi$ Kasus Pada 

Gerakan Desa Anti$ Uang Murti$gadi$ng Kecamatan Sanden 

Kabupaten Bantul)”. 

   Peneli$ti$an i$ni$ di$tuli$s oleh Nanang Yuli$a Pranata dari$ Uni$versi$tas 

Muhammadi$yah Yogyakarta tahun 2019. Pada Peneli$ti$an i $ni$ penuli$s 

menggunakan metode  peneli$ti$an kuali$tati$f dengan tekni$k pengumpulan 

data melalui$ wawancara i$nforman secara i$ndeepth i$ntervi$ew untuk 

mengi$denti$fi$kasi$ masalah dari$ strategi$ dan faktor-faktor yang 

menghambat pencegahan money poli$ti$c melalui$ gerakan Desa anti$ poli$ti$k 

uang di$ Desa Murti$gadi$ng. Sedangkan perbedaannya yai$tu pada skri$psi$ i$ni$ 

lebi$h memfokuskan terhadap peran dari$ Bawaslu sendi$ri$ khususnya 

Bawaslu Kabupaten Batang dalam mencegah poli$ti$k uang melalui $ 

gerakan desa pengawasan Anti$ Poli$ti $k Uang.
45

 

10. M.  Hasbi$ Umar  dalam jurnal Al-„Adalah Vol. XI$I$, No.  2 Desember  

2014 berjudul  :  “Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemi$lu dalam 

Perspekti$f Fi$qh Si$yasi$” 

Membahas tentang Poli$ti$k uang (money poli$ti$c) yang menjadi$ 

trendi$ seti$ap Pemi$lukada di$sebut dengan hak suara di$perdagangkan. 
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 Ri$ska Febri $ana, (Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Poli$ti$c Tahapan 

Kampanye Pada Pemi$lu Legi$slati$f Tahun 2019), Skri $psi$ Sarjana; Tulungagung, 2020. 
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 Nanang Yuli$a, (Strategi$ Mencegah Money Poli$ti$c Melalui$ Desa Anti$ Poli$ti$k Uang 

“Studi$ Kasus Pada Gerakan Desa Anti$ Poli$ti$k Uang Murti$gadi$ng Kecamatan Sanden Kabupaten 

Bantul”) Skri$psi$ Srjana; Yogyakarta: 2019. 
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Prakti$k i$ni$ terjadi$ pada banyak daerah. Pelanggaran seperti $ i$ni$ sudah 

sangat mempri$hati$nkan karena di$gunakan sebagai$  alat  menang  dalam  

pemi$li$han  langsung. Aki$batnya, hak pi$li$h warga di$bajak oleh 

kepenti$ngan kandi$dat. Prakti$k  money  poli$ti$c  dapat  terjadi$   selama  

kampanye  dan sebelum  pemungutan  suara.  Namun, dalam  beberapa  

kasus, petugas pemi$lu juga terli$bat dalam prakti$k tersebut. kemudi$an ada  

jual   beli $   suara   yang   menyebabkan peni$puan     dalam menentukan    

dan   menetapkan    suara    sehi$ngga   berpotensi$ bi$sa mengubah 

elektabi$li $tas calon. Kerugi$an nyata money poli$ti$c adalah hi$langnya 

martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi$ komodi$tas poli$ti$k 

di$ tengah persai$ngan antar  kandi$dat.
46

 

Kedaulatan rakyat menjadi$ ti$dak berarti$. Untuk jangka panjang, 

prakti$k  korupsi$ cenderung  berkembang.  Sebuah  posi$si$  yang di$peroleh 

dengan modal besar menjadi$ pembenaran  untuk mendapatkan kembali$ 

modal yang sementara menduduki$ posi$si$ poli$ti$k.  Prakti$k jual beli$ dan suara 

dalam kampanye di$klasi$fi$kasi$kan  sebagai$  ri$sywah (suap)  yang  sangat  

di$larang dalam I$slam. 
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 Umar, M, Hasbi$, Hukum Menjual Hakn Suara, Jurnal AL-Aadalah Vol.XI$I $, No, 2 

Desember, 2014. 
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BAB I$I$I$ 

METODE PENELI$TI$AN 

Metode peneli$ti$an pada dasarnya merupakan cara i$lmi$ah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci$ yang perlu di$ perhati$kan yai$tu, cara i$lmi$ah, data, tujuan, 

dan kegunaan.  

Beri$kut i$ni$ metode yang akan di$gunakan peneli$ti$ di$ dalam peneli$ti$an 

A. Jeni$s dan Pendekatan Peneli$ti$an 

Peneli$ti$an yang di$gunakan peneli$ti$an i$ni$ adalah peneli$ti$an kuali$tati$f. 

Peneli$ti$an kuali$tati$f adalah metode peneli$ti$an yang berlandaskan pada  fi$lsafat  

potsposi$ti$vi$sme,  di$gunakan  untuk  meneli$ti$  pada kondi$si$ objek yang 

alami$ah, (sebagai$ lawannya adalah eksperi$men) di$mana peneli$ti$ adalah 

sebagai$ i$nstrumen kunci$, tekni$k pengumpulan data di$lakukan secara tri$amulasi$ 

(gabungan), anali$si$s data bersi$fat i$ndukti$f atau kuali$tati$f, dan hasi $l peneli$ti$an 

kuali$tati$f lebi$h menekankan makna dari$ pada generali$sasi$. Peneli$ti$an i$ni$ 

bersi$fat deskri$pti$f kuali$tati$f i$ni$, peneli$ti$ i$ngi$n menggambarkan kondi$si$ yang 

ada di$lapangan sesuai$ fakta, teori$ dan konsep berdasarkan data yang di$dapat, 

berkai$tan dengan keadaan.
47

 yang penuli$s teli$ti$ di$ dalam peneli$ti$an i$ni$, tentang 

Peran Bawaslu Dalam Mencegah Terjadi$nya Money Poli$ti$c Pada Pemi$li$han 

Umum Di$ Kota Pekanbaru Tahun 2024. 

Adapun pendekatan yang di$gunakan dalam peneli$ti$an i$ni$ adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Yai$tu dengan 
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 Marzuki$ Mahmud Peter, Peneli$ti$an Hukum Edi$si$ Revi$si$, (Jakarta: Kencana, 2005), h.. 
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menganali$si$s tentang peran Bawaslu dalam mencegah prakti$k poli$ti$k uang 

pada Pemi$lu Tahun 2024 di$ Kota Pekanbaru (perspekti$f fi$qi$h si$yasah) dengan 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pei$mi$li$han 

Umum pada pasal 101 huruf c mengenai$ Bawaslu yang bertugas mencegah 

terjadi$nya prakti$k poli$ti$k uang di$ wi$layah Kota Pekanbaru, Peneli$ti$an i$ni$ 

di$maksudkan untuk memahami$ Peran Bawaslu Kota Pekanbaru dalam 

mencegah terjadi$nya prakti$k Poli$ti$k Uang di$ Pemi$lu tahn 2024 di$ Kota 

Pekanbaru (perspekti$k fi$qi$h si$yasah). Adapun dalam pendekatan kei$lmuannya, 

maka pendekatan yang di$gunakan dalam penuli$san skri$psi$ i$ni$ adalah 

pendekatan normati$f poli$ti$s, dalam hal i$ni$ adalah Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemi$li$han Umum pada pasal 101 huru c mengenai$ 

Bawaslu bertugas mencegah terjadi$nya prakti$k Poli$ti$k Uang di$wi$layah 

Kabupaten/Kota.
48

 Dan juga dalam peneli$ti$an i$ni$, menggunakan pendekatan 

yuri$di$s sosi$ologi$s, yakni$ menekankan peneli$ti$an yang bertujuan memperoleh 

pengetahuan hukum secara empi$ri$s dengan jalan terjun langsung ke objeknya, 

dalam hal i$ni $ adalah pemberi$ i$nformasi$ di$ Bawaslu Kota Pekanbaru. 

B. Data dan Sumber Data 

Dalam peneli$ti$an i$ni$ pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

pri$mer dan sekunder. Sumber pri$mer adalah sumber data yang langsung 

memberi$kan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan 

sumber yang ti$dak langsung memberi$kan data kepada pengumpul data, 

mi$salnya lewat orang lai$n atau lewat dokumen. 
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 Republi$k I $ndonesi$a, ”Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemi$li$han 

umum”. 
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1. Data Pri$mer 

Data pri$mer dalam peneli$ti$an i$ni$ bersumber dari$ Bawaslu Kota Pekanbaru 

yai$tu pada Di$vi$si$ Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu 

Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data  sekunder  yang peneli$ti$  dapat  melalui$  buku,  jurnal, skri$psi$, dan 

data dari masyarakat.
49

 

C. I$nforman Peneli$ti$an 

Dalam peneli$ti$an kuali$tati$f posi$si$ sumber data yang berupa manusi$a 

(narasumber) sangat penti$ng peranannya sebagai$ i$ndi$vi$du yang memi$li$ki$ 

i$nformasi$nya. Peneli$ti$ dan narasumber memi$li$ki$ posi$si$ yang sama, oleh karena 

i$tu narasumber bukan sekedar memberi$kan tanggapan pada yang di$mi$nta 

peneli$ti$, tetapi$ i$a dapat lebi$h memi$li$h arah dan selera dalam menyaji$kan 

i$nformasi$. I$nforman dalam peneli$ti$an adalah seorang atau pelaku yang benar – 

benar tahu dan menguasai$ masalah, serta terli$bat langsung dengan masalah 

peneli$ti$an. I$nforman dalam peneli$ti$an i$ni$ adalah: 

1. Reni$ Purba, S.Pd selaku anggota pi$mpi$nan Bawaslu Kota Pekanbaru di$vi$si$ 

(Pencegahan, Parti$si$pasi$ Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) 

2. Febri$ko (subbagi$an pengawasan pemi$lu) 

3. Muhammad Yaslan, S.Sos (subbagian pengawas pemilu) 

4. Robi Yanto (Masyarakat Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan) 
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 Sugi$ono, Metode Peneli$teli$ti$an Kuanti$tati$f,Kuali$tati$f dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2019) 
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D. Tekni$k Pengumpulan Data 

Tekni $k  pengumpulan  data  dalam  peneli$ti$an  kuali$tati$f  secara umum 

dapat di$kelompokkan ke dalam dua cara yatu tekni$k pengumpulan data yang 

bersi$fat i$nterakti$f dan non i$nterakti$f. Adapun metode pengumpulan data yang 

di$gunakan dalam peneli$ti$an i$ni$ antara lai$n sebagai$ beri$kut: 

1. Wawancara 

Peneli$ti$ menggunakan metode wawancara sebagai$ tekni$k 

pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar i$nformasi$ dan i$de melalui$ tanya jawab, sehi$ngga dapat di$ 

konstruksi$kan makna dalam suatu topi$k tertentu. Adapun wawancara yang 

di$lakukan peneli$ti$ untuk mendapatkan  i$nformasi$  mengenai$  Peran 

Bawaslu  Dalam Mencegah   Terjadi$nya   Money   Poli $ti$c   Pada   

Pemi$li$han Umum. Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara 

li$san agar mendapatkan i$nformasi$ tentang upaya upaya apa saja   yang   

di$lakukan   oleh   bawaslu   dalam   mencegah terjadi$nya Money Poli$ti$c 

sebagai$mana relevansi$nya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemi$li$han Umum pasal 101 huruf c. Wawancara di$lakukan pada 

Di$vi$si$ Di$vi$si$ Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota 

Pekanbaru. 

2. Dokumentasi$ 

Dokumen merupakan catatan peri$sti$wa yang sudah berlalu. 

Dokumen bi$sa berbentuk tuli$san, gambar, atau karya-karya monumental 

dari$ seseorang. Dokumen yang di$gunakan peneli$ti$ berupa dokumen catatan 
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wawancara dari informan serta data laporan kegiatan pendukung dari$ 

bawaslu. 

E. Lokasi$ dan Waktu Peneli$ti$an 

Lokasi$ Peneli$ti$an adalah tempat di$mana peneli$ti$an di$lakukan. Adapun 

lokasi$ dari$ peneli$ti$an i$ni$ yai$tu di$ Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, Tepatnya 

di$jalan Puyuh No. 2, Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi$, Kota Pekanbaru, 

Ri$au. Dalam peneli$ti$an i$ni$ kurang lebi$h ti$ga bulan untuk mendapatkan data-

data yang di $butuhkan (sesuai$ dengan kebutuhan peneli$ti$). Adapun alasan 

peneli$ti$ memi$li$h tempat tersebut karena peneli$ti$ menemukan suatu masalah 

yang menari $k untuk di$teli$ti$, yakni$ maraknya terjadi$ prakti$k poli$ti$k uang 

menjelang pemi$lu 2024 di$ Kota Pekanbaru. Sedangkan peneli$ti$ di$si$ni$ i$ngi$n 

mengetahui$ sejauh mana peran lembaga Bawaslu Kota Pekanbaru dalam 

mencegah masalah prakti$k poli$ti$k uang tersebut. 

F. Tekni$k Anali$sa Data 

Anali $si$s data adalah proses mencari$ dan menyusun secara si$stemati$s 

data yang di$ peroleh dari$ hasi$l wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lai$n, sehi$ngga dapat mudah di$ pahami$, dan temuannya dapat di$ i$nformasi$kan 

kepada orang lai$n. Data yang telah di$kumpulkan bai$k dalam bentuk 

wawancara,   dokumentasi$   maupun   peneli$ti$an   lapangan selanjutnya 

di$saji$kan berdasarkan deskri$pti$f kuali$tati$f.
50
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesi$mpulam 

Berdasarkan Urai$an peneli$ti$an mengenai$ “Peran Bawaslu Kota 

Pekanbaru Dalam Mencegah Terjadi$nya Money Poli$ti$cs Pemi$lu 2024 

Perspekti$f Fi $qi$h Si$yasah” di$ atas, maka penuli$s dapat menari$k kesi$mpulan 

sebagai$ beri$kut: 

1. Peran Bawaslu dalam mencegah prakti$k poli$ti$k uang pada Pemi$lu 2024 di$ 

Kota Pekanbaru masi$h belum maksi$mal dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemi$li$han Umum, 

walaupun Bawaslu sudah melakukan berbagai$ strategi$ dengan sosi$ali$sasi$ 

maupun langsung terjun ke daerah-daerah yang menjadi$ rawan terjadi$nya 

prakti$k poli$ti$k uang, tetapi$ di$ rasa belum maksi$mal dalam melaksanakan 

tugasnya dalam mengawasi$ pemi$li$han umum di$ Kota Pekanbaru, i$ni$ 

di$tandai$ dengan keterbatasan personi$l untuk melakukan kegi$atan turun 

langsung ke masyarakat dan serta beberapa laporan, aduan yang di$teri$ma 

Bawaslu Kota Pekanbaru terkai$t masalah prakti$k polti$tk uang pada Pemi$lu 

2024  namun selalu mentah dan ti$dak berhasi$l di$tangani$ sesuai$ prosedur 

karena lemahnya bukti$ yang ti$dak memenuhi$ syarat formi$l dan materi$l 

untuk di$ti$ndak lanjuti$  ke pengadi$lan, dan masi$h banyak masyarakat di$ 

Kota Pekanbaru yang mi$ni$m kesadaran akan dampak buruk dari$ prakti$k 

poli$ti$k uang. 
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2. Faktor Pendukung Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemi$lu 

tahun 2024 i$ni$ di$dukung dengan adanya apli$kasi$ Gowaslu, apli$kasi$ i$ni$ 

sangat membantu para jajaran staff Bawaslu dalam melakukan 

pengawasan pelanggaran pemi$lu, dengan adanya apli$kasi$ Gowaslu 

tersebut dapat mempermudah jajaran Bawaslu yang memi$li$ki$ kewenangan 

berdasarkan undang-undang melaporkan dugaan pelanggaran termasuk 

prakti$k poli$ti$k uang dengan mudah dan cepat, bertujuan untuk 

meni$ngkatkan parti$si$pasi$ dan jumlah i$nformasi$ awal dugaan pelanggaran 

dari$ warga. Faktor penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah 

terjadi$nya prakti$k poli$ti$k uang di$ pemi$lu 2024 yakni$ suli$tnya perli$batan 

stakeholder dan mi$tra kerja, mi$ni$mnya kesadaran ti$m sukses dan partai$ 

poli$ti$k pengusung dan pasangan calon, mi$ni$mnya kolaborasi$ dengan 

medi$a, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kalangan kampus, 

dengan kata lai$n masi$h renddahnya parti$si$pasi$ pencegahan khususnya 

pelanggaran prakti$k poli$ti$k uang. 

3. Dalam Rangka melakukan kebi$jakan pengawasan pemi$lu, Bawaslu Kota 

Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan langkah 

pencegahan pelanggaran pemi$lu seperti$ sosi$ali$sasi$ ataupun pemberi$an 

pamflet tentang pelanggaran pemi$lu. Ti$ndakan yang di$lakukan oleh 

Bawaslu Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pemi$li$han umum 

sudah mencermi$nkan mekani$sme pengawasan yang telah di$atur dalam 

fi$qi$h si$yasah yang menekankan pada terci$ptanya keadi$lan dan mencegah 

kecurangan. Walaupun ti$dak ada di$temukannya terkai$t aduan pelanggaran 
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terkai$t prakti$k poli$ti$k uang, tetapi$ ti$ndakan Bawaslu dalam mengawasi$ 

sudah mencermi$nkan kai$dah fi$qi$h, untuk mencegah terjadi$nya perkara 

yang berpotensi$ menghasi$lkan mafsadah. 

B. Saran 

Merujuk pada hasi$l peneli$ti$an dan pembahasan di$atas, maka penuli$s 

memberi$kan saran-saran sebagai$ beri$kut: 

1. Untuk pi$hak Bawaslu Kota Pekanbaru agar lebi$h meni$ngkatkan 

pengawasannya serta kerjasamanya bersama jajaran dalam mencegah 

prakti$k Poli$ti$k Uang pada Pemi$li$han Umum. Serta lebi$h meni$ngkatkan 

ki$nerjanya seperti$ sosi$ali$sasi$ secara menyeluruh kepada semua masyarakat 

di$ Kota Pekanbaru. 

2. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru agar meni$ngkatkan kesadaran di$ri$ serta 

i$kut dalam mengawasi$ prakti$k Poli$ti$k Uang menjelang Pemi$li $han Umum 

di$ Kota Pekanbaru. 

3. Serta untuk penuli$s sendi$ri$, semoga yang di$tuli$s dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan serta dapat di$amalkan dan berguna bagi$ para 

pembaca.  
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